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Abstrak 
Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pemerintahan menjanjikan peningkatan produktivitas birokrasi, 

ketepatan analisis kebijakan, deteksi kecurangan, personalisasi layanan, serta percepatan respons terhadap 

kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, keputusan publik berbeda dari keputusan komersial karena 

berhubungan dengan hak warga negara, distribusi sumber daya, kewenangan koersif, keadilan prosedural, 

dan legitimasi demokratis. Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan kecerdasan buatan di sektor publik tidak 

cukup berupa penghematan biaya atau kecepatan pemrosesan. Keberhasilan harus dinilai dari kemampuan 

sistem untuk menghasilkan manfaat publik yang dapat dibuktikan, memperkecil kesenjangan, melindungi 

data pribadi, memungkinkan keberatan dan koreksi, serta mempertahankan manusia sebagai pemegang 

tanggung jawab. Artikel ini mengembangkan kerangka naratif dan manajerial untuk memahami tiga sisi 

utama penggunaan AI dalam pemerintahan: efisiensi, bias, dan akuntabilitas. Pembahasan mencakup 

siklus hidup sistem AI, kualitas data, pengadaan teknologi, audit algoritmik, human oversight, 

explainability, keamanan siber, inklusi digital, kapasitas aparatur, serta rancangan kelembagaan yang 

diperlukan di Indonesia. Argumen utama artikel ini adalah bahwa AI yang baik untuk pemerintahan 

bukanlah AI yang menggantikan pertimbangan publik, melainkan AI yang memperkuat kemampuan 

negara untuk bertindak cepat sekaligus adil, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan tetap tunduk 

pada hukum serta nilai-nilai konstitusional. 

Kata Kunci 
kecerdasan buatan; pemerintahan digital; pelayanan publik; bias algoritmik; akuntabilitas; audit 

algoritmik; perlindungan data; human oversight; tata kelola AI; Indonesia 

Ringkasan Eksekutif 
Transformasi digital pemerintahan memasuki tahap baru ketika sistem informasi tidak lagi hanya 

menyimpan dan memindahkan data, tetapi juga menilai, memprediksi, merekomendasikan, dan dalam 

beberapa keadaan memicu tindakan administratif. Perubahan ini menggeser AI dari posisi alat bantu 

teknis menjadi bagian dari arsitektur pengambilan keputusan negara. Akibatnya, pertanyaan yang harus 

diajukan bukan hanya apakah AI dapat digunakan, melainkan untuk tujuan apa, oleh siapa, dengan data 

apa, terhadap kelompok mana, berdasarkan dasar hukum apa, dan dengan mekanisme koreksi seperti apa. 

AI dapat memperbaiki layanan publik melalui otomasi pekerjaan berulang, pencarian dokumen, triase 

permohonan, analisis risiko, peramalan kebutuhan, deteksi anomali, serta dukungan bagi petugas garis 

depan. Namun efisiensi administratif tidak identik dengan kualitas pelayanan. Suatu sistem dapat 

mempercepat keputusan sekaligus mempercepat diskriminasi. Ia dapat menekan biaya transaksi 

pemerintah, tetapi memindahkan biaya kepada warga yang harus membuktikan bahwa keputusan mesin 

keliru. Karena itu, evaluasi AI publik harus menggabungkan indikator produktivitas, kualitas layanan, 

keadilan, keamanan, keterjelasan alasan, akses terhadap pemulihan, dan tingkat kepercayaan masyarakat. 

Bias algoritmik tidak semata-mata muncul dari rumus statistik. Bias dapat bersumber dari sejarah 

diskriminatif yang tertanam dalam data, definisi target yang salah, variabel proksi, ketimpangan 

representasi wilayah, kesalahan pencatatan, desain antarmuka, pilihan ambang risiko, maupun cara hasil 

AI digunakan oleh petugas. Bahkan model yang akurat secara agregat dapat merugikan kelompok 
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tertentu. Oleh sebab itu, pengujian harus dilakukan secara terpilah menurut wilayah, jenis kelamin, usia, 

kondisi disabilitas, tingkat pendapatan, dan kategori relevan lain yang sah. 

Akuntabilitas menuntut rantai tanggung jawab yang jelas dari pimpinan instansi, pemilik proses bisnis, 

pengelola data, tim teknis, vendor, auditor, hingga pejabat yang menandatangani keputusan. Pemerintah 

tidak boleh berlindung di balik kompleksitas model atau kerahasiaan komersial vendor. Setiap 

penggunaan AI berisiko tinggi memerlukan dokumentasi tujuan, dasar hukum, data, pengujian, batas 

penggunaan, mekanisme intervensi manusia, pencatatan keputusan, kanal keberatan, serta prosedur 

penghentian sistem. 

Dalam konteks Indonesia, tata kelola AI berkembang di atas fondasi pemerintahan berbasis elektronik, 

perlindungan data pribadi, keterbukaan informasi, pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan etika 

AI. Pada 2025-2026 pemerintah juga memproses peta jalan nasional serta rancangan aturan tingkat 

presiden mengenai etika AI. Perkembangan ini perlu diterjemahkan ke dalam standar operasional yang 

konkret: klasifikasi risiko, registri sistem AI pemerintah, penilaian dampak algoritmik, audit independen, 

klausul pengadaan, standar kualitas data, serta kewajiban pelaporan insiden. 

Rekomendasi pokok artikel ini adalah penerapan pendekatan berbasis risiko dan siklus hidup. Sistem 

berisiko rendah dapat dikelola dengan kontrol sederhana, sedangkan sistem yang memengaruhi hak, 

bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, penegakan hukum, kepegawaian, pajak, perizinan, atau akses 

layanan dasar harus tunduk pada pengawasan lebih ketat. Prinsip akhirnya sederhana: semakin besar 

dampak suatu sistem terhadap kehidupan warga, semakin tinggi kewajiban pemerintah untuk 

menjelaskan, menguji, mengawasi, dan mempertanggungjawabkannya. 
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Daftar Pustaka 

1. Pendahuluan: AI sebagai Infrastruktur Keputusan Negara 
AI mengubah karakter administrasi publik dari pengolahan dokumen menuju pengolahan penilaian. 

Dalam konteks 1. pendahuluan: ai sebagai infrastruktur keputusan negara, perubahan ini perlu dibaca 

sebagai persoalan tata kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem 

AI bekerja melalui rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, 

pemilihan model, penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat 

netral harus ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui 

prosedur, pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Keputusan pemerintah menyentuh hak, kewajiban, akses layanan, dan distribusi sumber daya. Pemerintah 

memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa konsekuensi 

hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan hubungan 

antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, 

mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat 

berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh 

sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 
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Legitimasi sistem ditentukan bukan hanya oleh performa teknis, tetapi oleh kesesuaiannya dengan hukum 

dan nilai publik. Secara manajerial, instansi harus membedakan antara output, outcome, dan public value. 

Output dapat berupa jumlah dokumen yang diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome 

menyangkut penurunan waktu tunggu, meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public 

value lebih luas lagi: apakah layanan menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah 

kelompok rentan terlindungi, dan apakah penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. 

Tanpa perbedaan ini, proyek AI mudah terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman 

nyata masyarakat. 

Pertanyaan manajerial utama ialah bagaimana menempatkan AI sebagai alat bantu yang dapat 

dikendalikan. Penerapan yang bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek 

dimulai, instansi harus menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi 

dampak. Pada tahap pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. 

Ketika sistem beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, 

dan konteks kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Efisiensi, bias, dan akuntabilitas harus dibaca sebagai satu kesatuan, bukan tiga isu terpisah. Prinsip 

pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi 

ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan 

hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, 

label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. AI mengubah karakter administrasi publik dari pengolahan dokumen menuju pengolahan 

penilaian. tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada pejabat 

dan institusi yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat 

menggantikan legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah 

yang matang bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana 

yang layak diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya 

diawasi secara terbuka. 

2. Dari Digitalisasi Menuju Pemerintahan Algoritmik 
Digitalisasi awal menekankan arsip elektronik dan transaksi daring; AI menambahkan kemampuan 

prediksi dan rekomendasi. Dalam konteks 2. dari digitalisasi menuju pemerintahan algoritmik, perubahan 

ini perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan 

perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan 

data, definisi kategori, pemilihan model, penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, 

klaim bahwa mesin bersifat netral harus ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; 

ia harus dibangun melalui prosedur, pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat 

diakses. 

Algoritma menciptakan klasifikasi yang dapat menentukan prioritas inspeksi, penerima manfaat, atau 

tingkat risiko. Pemerintah memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan 

administratif membawa konsekuensi hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk 

menghindari sistem negara, dan hubungan antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model 
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salah menolak permohonan, mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas 

layanan, kerugiannya dapat berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, 

atau rusaknya reputasi. Oleh sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya 

dampak. 

Perubahan tersebut melahirkan ketergantungan baru terhadap data, model, infrastruktur komputasi, dan 

penyedia teknologi. Secara manajerial, instansi harus membedakan antara output, outcome, dan public 

value. Output dapat berupa jumlah dokumen yang diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome 

menyangkut penurunan waktu tunggu, meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public 

value lebih luas lagi: apakah layanan menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah 

kelompok rentan terlindungi, dan apakah penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. 

Tanpa perbedaan ini, proyek AI mudah terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman 

nyata masyarakat. 

Transformasi organisasi harus mendahului atau berjalan bersama transformasi teknologi. Penerapan yang 

bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus 

menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap 

pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem 

beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks 

kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Pemerintahan algoritmik perlu tunduk pada asas administrasi yang baik dan kontrol demokratis. Prinsip 

pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi 

ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan 

hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, 

label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Digitalisasi awal menekankan arsip elektronik dan transaksi daring; AI menambahkan 

kemampuan prediksi dan rekomendasi. tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus 

dapat ditelusuri kepada pejabat dan institusi yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas 

analisis, namun tidak dapat menggantikan legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban 

memberi alasan. Pemerintah yang matang bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang 

mampu memilih bagian mana yang layak diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada 

manusia, dan bagaimana keduanya diawasi secara terbuka. 

3. Spektrum Penggunaan AI dalam Pemerintahan 
Penggunaan AI mencakup chatbot, analitik dokumen, deteksi anomali, computer vision, prediksi 

kebutuhan, dan dukungan keputusan. Dalam konteks 3. spektrum penggunaan ai dalam pemerintahan, 

perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai 

pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, 

pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. 

Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari 

otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang 

dapat diakses. 
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Risiko berbeda antara alat bantu internal dengan sistem yang memengaruhi keputusan individual. 

Pemerintah memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa 

konsekuensi hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan 

hubungan antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, 

mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat 

berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh 

sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Klasifikasi fungsi membantu pemerintah menentukan tingkat kontrol dan dokumentasi. Secara manajerial, 

instansi harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa jumlah 

dokumen yang diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan waktu 

tunggu, meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: apakah 

layanan menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, dan 

apakah penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek AI 

mudah terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

AI dapat digunakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan audit. Penerapan 

yang bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus 

menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap 

pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem 

beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks 

kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Setiap use case harus memiliki tujuan publik yang jelas dan indikator manfaat yang terukur. Prinsip 

pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi 

ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan 

hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, 

label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Penggunaan AI mencakup chatbot, analitik dokumen, deteksi anomali, computer vision, prediksi 

kebutuhan, dan dukungan keputusan. tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat 

ditelusuri kepada pejabat dan institusi yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, 

namun tidak dapat menggantikan legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi 

alasan. Pemerintah yang matang bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu 

memilih bagian mana yang layak diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan 

bagaimana keduanya diawasi secara terbuka. 

4. Janji Efisiensi dan Produktivitas Birokrasi 
AI dapat mengurangi pekerjaan repetitif dan mempercepat pencarian informasi. Dalam konteks 4. janji 

efisiensi dan produktivitas birokrasi, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola dan desain 

organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui rangkaian keputusan 

manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, penentuan ambang, serta 

cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus ditolak secara hati-hati. 
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Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, pengujian, dokumentasi, 

pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Produktivitas meningkat ketika aparatur menggunakan waktu untuk pertimbangan substantif, komunikasi, 

dan pelayanan. Pemerintah memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan 

administratif membawa konsekuensi hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk 

menghindari sistem negara, dan hubungan antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model 

salah menolak permohonan, mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas 

layanan, kerugiannya dapat berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, 

atau rusaknya reputasi. Oleh sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya 

dampak. 

Penghematan tidak otomatis terjadi karena integrasi data, pemeliharaan, keamanan, dan pelatihan 

menimbulkan biaya. Secara manajerial, instansi harus membedakan antara output, outcome, dan public 

value. Output dapat berupa jumlah dokumen yang diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome 

menyangkut penurunan waktu tunggu, meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public 

value lebih luas lagi: apakah layanan menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah 

kelompok rentan terlindungi, dan apakah penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. 

Tanpa perbedaan ini, proyek AI mudah terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman 

nyata masyarakat. 

Efisiensi perlu dihitung sepanjang siklus hidup, bukan hanya saat proyek diluncurkan. Penerapan yang 

bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus 

menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap 

pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem 

beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks 

kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Risiko otomatisasi semu muncul ketika proses lama didigitalkan tanpa penyederhanaan. Prinsip 

pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi 

ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan 

hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, 

label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. AI dapat mengurangi pekerjaan repetitif dan mempercepat pencarian informasi. tetapi keputusan 

mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada pejabat dan institusi yang 

berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat menggantikan legitimasi, 

empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah yang matang bukan yang 

paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana yang layak diotomatisasi, 

bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya diawasi secara terbuka. 

5. Efisiensi yang Bermakna bagi Warga 
Kecepatan proses harus diterjemahkan menjadi waktu tunggu yang lebih pendek dan kepastian layanan. 

Dalam konteks 5. efisiensi yang bermakna bagi warga, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan tata 
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kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui 

rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, 

penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus 

ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, 

pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Efisiensi pemerintah tidak boleh menghasilkan beban pembuktian tambahan bagi warga. Pemerintah 

memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa konsekuensi 

hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan hubungan 

antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, 

mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat 

berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh 

sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Pengukuran perlu mencakup first-contact resolution, tingkat kesalahan, keberhasilan banding, dan 

kepuasan. Secara manajerial, instansi harus membedakan antara output, outcome, dan public value. 

Output dapat berupa jumlah dokumen yang diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome 

menyangkut penurunan waktu tunggu, meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public 

value lebih luas lagi: apakah layanan menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah 

kelompok rentan terlindungi, dan apakah penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. 

Tanpa perbedaan ini, proyek AI mudah terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman 

nyata masyarakat. 

Pelayanan berkualitas menjaga akses bagi warga yang tidak memiliki perangkat atau literasi digital. 

Penerapan yang bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, 

instansi harus menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. 

Pada tahap pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika 

sistem beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan 

konteks kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Manfaat publik adalah kombinasi efektivitas, efisiensi, keadilan, dan pengalaman warga. Prinsip 

pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi 

ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan 

hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, 

label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Kecepatan proses harus diterjemahkan menjadi waktu tunggu yang lebih pendek dan kepastian 

layanan. tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada pejabat 

dan institusi yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat 

menggantikan legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah 

yang matang bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana 

yang layak diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya 

diawasi secara terbuka. 
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6. Data Publik sebagai Bahan Baku AI 
Kualitas model bergantung pada kualitas, relevansi, kelengkapan, dan konteks data. Dalam konteks 6. 

data publik sebagai bahan baku ai, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola dan desain 

organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui rangkaian keputusan 

manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, penentuan ambang, serta 

cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus ditolak secara hati-hati. 

Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, pengujian, dokumentasi, 

pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Data pemerintah sering terfragmentasi, memiliki definisi berbeda, dan mengandung kesalahan 

administratif. Pemerintah memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif 

membawa konsekuensi hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem 

negara, dan hubungan antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak 

permohonan, mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, 

kerugiannya dapat berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau 

rusaknya reputasi. Oleh sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya 

dampak. 

Interoperabilitas harus disertai tata kelola akses dan pembatasan tujuan. Secara manajerial, instansi harus 

membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa jumlah dokumen yang 

diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan waktu tunggu, 

meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: apakah layanan 

menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, dan apakah 

penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek AI mudah 

terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Data lineage dan metadata diperlukan agar asal-usul data dapat ditelusuri. Penerapan yang bertanggung 

jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus menguji kebutuhan, 

dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap pengembangan diperlukan 

validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem beroperasi, kinerja harus dipantau 

karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks kebijakan bergeser. Pada akhir 

masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau dipindahkan secara aman. 

Perbaikan data merupakan pekerjaan kelembagaan, bukan sekadar pembersihan teknis. Prinsip pentingnya 

ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi ejaan internal 

berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan hukum. 

Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, label 

berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Kualitas model bergantung pada kualitas, relevansi, kelengkapan, dan konteks data. tetapi 

keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada pejabat dan institusi yang 

berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat menggantikan legitimasi, 

empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah yang matang bukan yang 

paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana yang layak diotomatisasi, 

bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya diawasi secara terbuka. 
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7. Bias Algoritmik dan Ketidakadilan Struktural 
Bias dapat berasal dari data historis, label, proksi, sampel, desain model, dan konteks penggunaan. Dalam 

konteks 7. bias algoritmik dan ketidakadilan struktural, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan tata 

kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui 

rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, 

penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus 

ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, 

pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Ketimpangan masa lalu dapat direproduksi sebagai pola yang tampak objektif. Pemerintah memiliki 

kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa konsekuensi hukum dan 

sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan hubungan antara negara 

dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, mengklasifikasikan seseorang 

sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat berupa hilangnya hak, 

tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh sebab itu, standar kehati-

hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Kelompok minoritas sering memiliki data lebih sedikit sehingga tingkat kesalahan lebih tinggi. Secara 

manajerial, instansi harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa 

jumlah dokumen yang diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan 

waktu tunggu, meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: 

apakah layanan menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, 

dan apakah penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek 

AI mudah terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Bias juga muncul ketika petugas terlalu percaya pada rekomendasi sistem. Penerapan yang bertanggung 

jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus menguji kebutuhan, 

dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap pengembangan diperlukan 

validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem beroperasi, kinerja harus dipantau 

karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks kebijakan bergeser. Pada akhir 

masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau dipindahkan secara aman. 

Mitigasi memerlukan partisipasi kelompok terdampak dan pengujian terpilah. Prinsip pentingnya ialah 

proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi ejaan internal 

berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan hukum. 

Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, label 

berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Bias dapat berasal dari data historis, label, proksi, sampel, desain model, dan konteks 

penggunaan. tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada 

pejabat dan institusi yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat 

menggantikan legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah 

yang matang bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana 

yang layak diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya 

diawasi secara terbuka. 
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8. Akurasi, Fairness, dan Dilema Kebijakan 
Akurasi agregat dapat menyembunyikan kesalahan pada kelompok tertentu. Dalam konteks 8. akurasi, 

fairness, dan dilema kebijakan, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola dan desain 

organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui rangkaian keputusan 

manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, penentuan ambang, serta 

cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus ditolak secara hati-hati. 

Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, pengujian, dokumentasi, 

pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Berbagai ukuran fairness dapat saling bertentangan, sehingga pilihan tidak sepenuhnya teknis. Pemerintah 

memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa konsekuensi 

hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan hubungan 

antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, 

mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat 

berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh 

sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Ambang keputusan mencerminkan toleransi kebijakan terhadap false positive dan false negative. Secara 

manajerial, instansi harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa 

jumlah dokumen yang diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan 

waktu tunggu, meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: 

apakah layanan menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, 

dan apakah penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek 

AI mudah terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Dalam layanan publik, konsekuensi kesalahan harus dinilai secara substantif. Penerapan yang 

bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus 

menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap 

pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem 

beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks 

kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Keputusan metrik harus disahkan oleh pemilik kebijakan, bukan diserahkan hanya kepada data scientist. 

Prinsip pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat 

koreksi ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas 

penegakan hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara 

rasional. Namun, label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, 

atau kualitas. Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum 

dan selama digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Akurasi agregat dapat menyembunyikan kesalahan pada kelompok tertentu. tetapi keputusan 

mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada pejabat dan institusi yang 

berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat menggantikan legitimasi, 

empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah yang matang bukan yang 

paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana yang layak diotomatisasi, 

bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya diawasi secara terbuka. 
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Dimensi Pertanyaan Kendali Bukti yang Diperlukan 

Kinerja Apakah akurasi merata? Metrik terpilah dan confusion 

matrix 

Keadilan Siapa menanggung kesalahan? Analisis dampak kelompok 

Kebijakan Siapa memilih ambang? Keputusan dan alasan tertulis 

 

9. Transparansi dan Explainability 
Transparansi mencakup pemberitahuan penggunaan AI, tujuan, data, batas, dan pihak bertanggung jawab. 

Dalam konteks 9. transparansi dan explainability, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola 

dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui rangkaian 

keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, penentuan 

ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus ditolak secara 

hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, pengujian, 

dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Explainability harus disesuaikan dengan kebutuhan warga, petugas, auditor, hakim, dan teknisi. 

Pemerintah memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa 

konsekuensi hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan 

hubungan antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, 

mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat 

berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh 

sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Penjelasan yang berguna harus menghubungkan faktor relevan dengan keputusan konkret. Secara 

manajerial, instansi harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa 

jumlah dokumen yang diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan 

waktu tunggu, meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: 

apakah layanan menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, 

dan apakah penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek 

AI mudah terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Kerumitan teknis bukan alasan untuk meniadakan hak atas alasan. Penerapan yang bertanggung jawab 

memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus menguji kebutuhan, dasar 

hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap pengembangan diperlukan 

validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem beroperasi, kinerja harus dipantau 

karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks kebijakan bergeser. Pada akhir 

masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau dipindahkan secara aman. 

Transparansi perlu diseimbangkan dengan keamanan, privasi, dan pencegahan manipulasi. Prinsip 

pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi 

ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan 

hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, 

label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 



Kecerdasan Buatan dalam Pemerintahan: Efisiensi, Bias, dan Akuntabilitas 
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI 

Halaman 15 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Transparansi mencakup pemberitahuan penggunaan AI, tujuan, data, batas, dan pihak 

bertanggung jawab. tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada 

pejabat dan institusi yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat 

menggantikan legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah 

yang matang bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana 

yang layak diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya 

diawasi secara terbuka. 

10. Akuntabilitas Administratif dan Hukum 
Keputusan tetap merupakan tindakan pemerintah meskipun didukung sistem vendor. Dalam konteks 10. 

akuntabilitas administratif dan hukum, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola dan desain 

organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui rangkaian keputusan 

manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, penentuan ambang, serta 

cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus ditolak secara hati-hati. 

Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, pengujian, dokumentasi, 

pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Pejabat publik harus mengetahui batas sistem dan memiliki kewenangan untuk menyimpang secara 

beralasan. Pemerintah memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif 

membawa konsekuensi hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem 

negara, dan hubungan antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak 

permohonan, mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, 

kerugiannya dapat berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau 

rusaknya reputasi. Oleh sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya 

dampak. 

Rantai tanggung jawab harus terdokumentasi dalam RACI atau model serupa. Secara manajerial, instansi 

harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa jumlah dokumen yang 

diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan waktu tunggu, 

meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: apakah layanan 

menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, dan apakah 

penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek AI mudah 

terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Log keputusan diperlukan untuk investigasi, audit, dan penyelesaian sengketa. Penerapan yang 

bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus 

menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap 

pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem 

beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks 

kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Mekanisme keberatan harus mudah, cepat, manusiawi, dan tidak bergantung pada kemampuan teknis 

warga. Prinsip pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. 

Alat koreksi ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau 

prioritas penegakan hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan 

secara rasional. Namun, label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, 
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keamanan, atau kualitas. Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih 

kuat sebelum dan selama digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Keputusan tetap merupakan tindakan pemerintah meskipun didukung sistem vendor. tetapi 

keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada pejabat dan institusi yang 

berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat menggantikan legitimasi, 

empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah yang matang bukan yang 

paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana yang layak diotomatisasi, 

bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya diawasi secara terbuka. 

11. Human Oversight dan Batas Otomasi 
Human-in-the-loop hanya bermakna bila manusia memiliki informasi, waktu, kompetensi, dan 

kewenangan. Dalam konteks 11. human oversight dan batas otomasi, perubahan ini perlu dibaca sebagai 

persoalan tata kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI 

bekerja melalui rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, 

pemilihan model, penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat 

netral harus ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui 

prosedur, pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Pengawasan nominal dapat berubah menjadi rubber stamping. Pemerintah memiliki kewajiban yang 

berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa konsekuensi hukum dan sosial. Warga 

tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan hubungan antara negara dengan warga 

tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, mengklasifikasikan seseorang sebagai 

berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat berupa hilangnya hak, tertundanya 

pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh sebab itu, standar kehati-hatian harus 

meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Keputusan berisiko tinggi sebaiknya tidak sepenuhnya otomatis. Secara manajerial, instansi harus 

membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa jumlah dokumen yang 

diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan waktu tunggu, 

meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: apakah layanan 

menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, dan apakah 

penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek AI mudah 

terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Escalation rules diperlukan untuk kasus yang tidak pasti, tidak lazim, atau berdampak besar. Penerapan 

yang bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus 

menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap 

pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem 

beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks 

kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Pemerintah harus menentukan kondisi penghentian atau rollback sistem. Prinsip pentingnya ialah 

proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi ejaan internal 

berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan hukum. 

Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, label 
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berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Human-in-the-loop hanya bermakna bila manusia memiliki informasi, waktu, kompetensi, dan 

kewenangan. tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada 

pejabat dan institusi yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat 

menggantikan legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah 

yang matang bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana 

yang layak diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya 

diawasi secara terbuka. 

12. Penilaian Dampak Algoritmik 
Penilaian dampak dilakukan sebelum pengadaan, sebelum operasi, dan secara berkala. Dalam konteks 12. 

penilaian dampak algoritmik, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola dan desain 

organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui rangkaian keputusan 

manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, penentuan ambang, serta 

cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus ditolak secara hati-hati. 

Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, pengujian, dokumentasi, 

pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Penilaian mencakup tujuan, kelompok terdampak, data, risiko hak, bias, keamanan, dan pemulihan. 

Pemerintah memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa 

konsekuensi hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan 

hubungan antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, 

mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat 

berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh 

sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Konsultasi publik relevan ketika dampak sistem luas atau menyentuh kelompok rentan. Secara manajerial, 

instansi harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa jumlah 

dokumen yang diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan waktu 

tunggu, meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: apakah 

layanan menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, dan 

apakah penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek AI 

mudah terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Hasil penilaian harus memengaruhi desain, bukan sekadar menjadi dokumen formal. Penerapan yang 

bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus 

menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap 

pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem 

beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks 

kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Ringkasan publik meningkatkan legitimasi dan disiplin organisasi. Prinsip pentingnya ialah 

proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi ejaan internal 
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berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan hukum. 

Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, label 

berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Penilaian dampak dilakukan sebelum pengadaan, sebelum operasi, dan secara berkala. tetapi 

keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada pejabat dan institusi yang 

berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat menggantikan legitimasi, 

empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah yang matang bukan yang 

paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana yang layak diotomatisasi, 

bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya diawasi secara terbuka. 

Dimensi Pertanyaan Kendali Bukti yang Diperlukan 

Tujuan Apakah AI benar-benar 

diperlukan? 

Analisis alternatif 

Hak Hak apa yang terdampak? Pemetaan risiko dan mitigasi 

Pemulihan Bagaimana warga menggugat? Prosedur keberatan 

 

13. Audit Algoritmik dan Pengawasan Independen 
Audit dapat mencakup kepatuhan, data, model, proses, keamanan, hasil, dan dampak. Dalam konteks 13. 

audit algoritmik dan pengawasan independen, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola 

dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui rangkaian 

keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, penentuan 

ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus ditolak secara 

hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, pengujian, 

dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Audit internal penting tetapi tidak selalu cukup untuk sistem berisiko tinggi. Pemerintah memiliki 

kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa konsekuensi hukum dan 

sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan hubungan antara negara 

dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, mengklasifikasikan seseorang 

sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat berupa hilangnya hak, 

tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh sebab itu, standar kehati-

hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Auditor memerlukan akses terhadap dokumentasi, log, data uji, dan informasi vendor. Secara manajerial, 

instansi harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa jumlah 

dokumen yang diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan waktu 

tunggu, meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: apakah 

layanan menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, dan 

apakah penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek AI 

mudah terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 
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Pemantauan pascaimplementasi sama pentingnya dengan pengujian praimplementasi. Penerapan yang 

bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus 

menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap 

pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem 

beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks 

kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Temuan audit harus menghasilkan tindakan korektif, tenggat, dan penanggung jawab. Prinsip pentingnya 

ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi ejaan internal 

berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan hukum. 

Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, label 

berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Audit dapat mencakup kepatuhan, data, model, proses, keamanan, hasil, dan dampak. tetapi 

keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada pejabat dan institusi yang 

berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat menggantikan legitimasi, 

empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah yang matang bukan yang 

paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana yang layak diotomatisasi, 

bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya diawasi secara terbuka. 

Dimensi Pertanyaan Kendali Bukti yang Diperlukan 

Data Apakah data layak dan 

representatif? 

Audit kualitas dan lineage 

Model Apakah performa stabil? Uji validasi dan drift 

Dampak Apakah manfaat publik 

tercapai? 

Evaluasi outcome 

 

14. Pengadaan AI dan Ketergantungan Vendor 
Kontrak harus mengatur akses audit, dokumentasi, keamanan, lokasi data, dan exit strategy. Dalam 

konteks 14. pengadaan ai dan ketergantungan vendor, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan tata 

kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui 

rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, 

penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus 

ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, 

pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Vendor lock-in dapat mengurangi kedaulatan dan meningkatkan biaya jangka panjang. Pemerintah 

memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa konsekuensi 

hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan hubungan 

antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, 

mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat 
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berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh 

sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Kerahasiaan dagang tidak boleh menghapus akuntabilitas keputusan publik. Secara manajerial, instansi 

harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa jumlah dokumen yang 

diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan waktu tunggu, 

meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: apakah layanan 

menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, dan apakah 

penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek AI mudah 

terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Pengadaan berbasis hasil perlu disertai indikator fairness dan kualitas layanan. Penerapan yang 

bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus 

menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap 

pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem 

beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks 

kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Pemerintah harus memiliki kapasitas untuk menjadi intelligent buyer. Prinsip pentingnya ialah 

proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi ejaan internal 

berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan hukum. 

Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, label 

berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Kontrak harus mengatur akses audit, dokumentasi, keamanan, lokasi data, dan exit strategy. 

tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada pejabat dan institusi 

yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat menggantikan 

legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah yang matang 

bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana yang layak 

diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya diawasi 

secara terbuka. 

Dimensi Pertanyaan Kendali Bukti yang Diperlukan 

Kontrak Apakah pemerintah dapat 

mengaudit? 

Klausul akses dan dokumentasi 

Kedaulatan Bagaimana keluar dari vendor? Exit plan dan portabilitas 

Keamanan Siapa bertanggung jawab saat 

insiden? 

SLA dan respons insiden 
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15. Perlindungan Data Pribadi 
AI memperluas kemampuan inferensi sehingga data non-sensitif dapat menghasilkan informasi sensitif. 

Dalam konteks 15. perlindungan data pribadi, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola 

dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui rangkaian 

keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, penentuan 

ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus ditolak secara 

hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, pengujian, 

dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Prinsip minimisasi data dan pembatasan tujuan harus diterapkan sejak desain. Pemerintah memiliki 

kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa konsekuensi hukum dan 

sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan hubungan antara negara 

dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, mengklasifikasikan seseorang 

sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat berupa hilangnya hak, 

tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh sebab itu, standar kehati-

hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Dasar pemrosesan tidak menghapus kewajiban keamanan dan keadilan. Secara manajerial, instansi harus 

membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa jumlah dokumen yang 

diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan waktu tunggu, 

meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: apakah layanan 

menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, dan apakah 

penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek AI mudah 

terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Data subjek harus memiliki jalur akses, koreksi, dan pengaduan sesuai hukum. Penerapan yang 

bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus 

menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap 

pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem 

beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks 

kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Privacy-enhancing technologies dapat mengurangi risiko tetapi bukan pengganti tata kelola. Prinsip 

pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi 

ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan 

hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, 

label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. AI memperluas kemampuan inferensi sehingga data non-sensitif dapat menghasilkan informasi 

sensitif. tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada pejabat dan 

institusi yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat 

menggantikan legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah 

yang matang bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana 

yang layak diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya 

diawasi secara terbuka. 
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16. Keamanan Siber dan Ketahanan Sistem 
AI menambah permukaan serangan melalui data poisoning, model theft, prompt injection, dan manipulasi 

input. Dalam konteks 16. keamanan siber dan ketahanan sistem, perubahan ini perlu dibaca sebagai 

persoalan tata kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI 

bekerja melalui rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, 

pemilihan model, penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat 

netral harus ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui 

prosedur, pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Sistem publik harus memiliki threat model, kontrol akses, logging, dan respons insiden. Pemerintah 

memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa konsekuensi 

hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan hubungan 

antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, 

mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat 

berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh 

sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Ketergantungan pada cloud dan API perlu dikelola melalui redundansi dan rencana kesinambungan. 

Secara manajerial, instansi harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat 

berupa jumlah dokumen yang diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut 

penurunan waktu tunggu, meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih 

luas lagi: apakah layanan menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan 

terlindungi, dan apakah penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan 

ini, proyek AI mudah terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Keamanan harus diuji sepanjang rantai pasok teknologi. Penerapan yang bertanggung jawab memerlukan 

pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus menguji kebutuhan, dasar hukum, 

alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap pengembangan diperlukan validasi, 

pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola 

data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, 

data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau dipindahkan secara aman. 

Resiliensi mencakup kemampuan kembali ke proses manual ketika sistem gagal. Prinsip pentingnya ialah 

proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi ejaan internal 

berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan hukum. 

Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, label 

berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. AI menambah permukaan serangan melalui data poisoning, model theft, prompt injection, dan 

manipulasi input. tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada 

pejabat dan institusi yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat 

menggantikan legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah 

yang matang bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana 

yang layak diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya 

diawasi secara terbuka. 
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17. AI Generatif dalam Administrasi Publik 
AI generatif membantu merangkum, menyusun draf, menerjemahkan, dan mencari pengetahuan. Dalam 

konteks 17. ai generatif dalam administrasi publik, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan tata 

kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui 

rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, 

penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus 

ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, 

pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Risiko halusinasi, kebocoran data, hak cipta, dan konten manipulatif memerlukan kontrol khusus. 

Pemerintah memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa 

konsekuensi hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan 

hubungan antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, 

mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat 

berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh 

sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Keluaran generatif tidak boleh diperlakukan sebagai fakta tanpa verifikasi. Secara manajerial, instansi 

harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa jumlah dokumen yang 

diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan waktu tunggu, 

meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: apakah layanan 

menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, dan apakah 

penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek AI mudah 

terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Instansi memerlukan kebijakan klasifikasi data dan daftar penggunaan yang diperbolehkan. Penerapan 

yang bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus 

menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap 

pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem 

beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks 

kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Penggunaan internal harus dicatat ketika memengaruhi produk kebijakan atau komunikasi resmi. Prinsip 

pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi 

ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan 

hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, 

label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. AI generatif membantu merangkum, menyusun draf, menerjemahkan, dan mencari pengetahuan. 

tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada pejabat dan institusi 

yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat menggantikan 

legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah yang matang 

bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana yang layak 

diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya diawasi 

secara terbuka. 
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18. Pelayanan Publik Inklusif dan Kesenjangan Digital 
Layanan AI dapat memperluas akses tetapi juga mengecualikan warga tanpa konektivitas atau literasi. 

Dalam konteks 18. pelayanan publik inklusif dan kesenjangan digital, perubahan ini perlu dibaca sebagai 

persoalan tata kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI 

bekerja melalui rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, 

pemilihan model, penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat 

netral harus ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui 

prosedur, pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Bahasa daerah, disabilitas, usia lanjut, dan kondisi geografis harus diperhitungkan. Pemerintah memiliki 

kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa konsekuensi hukum dan 

sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan hubungan antara negara 

dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, mengklasifikasikan seseorang 

sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat berupa hilangnya hak, 

tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh sebab itu, standar kehati-

hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Prinsip multichannel menjaga pilihan tatap muka, telepon, dan layanan berbantuan. Secara manajerial, 

instansi harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa jumlah 

dokumen yang diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan waktu 

tunggu, meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: apakah 

layanan menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, dan 

apakah penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek AI 

mudah terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Desain inklusif memerlukan pengujian bersama kelompok pengguna nyata. Penerapan yang bertanggung 

jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus menguji kebutuhan, 

dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap pengembangan diperlukan 

validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem beroperasi, kinerja harus dipantau 

karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks kebijakan bergeser. Pada akhir 

masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau dipindahkan secara aman. 

Indikator keberhasilan harus mengukur siapa yang tertinggal, bukan hanya rata-rata pengguna. Prinsip 

pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi 

ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan 

hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, 

label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Layanan AI dapat memperluas akses tetapi juga mengecualikan warga tanpa konektivitas atau 

literasi. tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada pejabat dan 

institusi yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat 

menggantikan legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah 

yang matang bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana 

yang layak diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya 

diawasi secara terbuka. 
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19. AI dalam Sektor-Sektor Pemerintahan 
Setiap sektor memiliki profil risiko berbeda: kesehatan, pendidikan, pajak, bansos, perizinan, keamanan, 

dan lingkungan. Dalam konteks 19. ai dalam sektor-sektor pemerintahan, perubahan ini perlu dibaca 

sebagai persoalan tata kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem 

AI bekerja melalui rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, 

pemilihan model, penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat 

netral harus ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui 

prosedur, pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Model diagnosis atau triase memerlukan standar berbeda dari chatbot informasi. Pemerintah memiliki 

kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa konsekuensi hukum dan 

sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan hubungan antara negara 

dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, mengklasifikasikan seseorang 

sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat berupa hilangnya hak, 

tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh sebab itu, standar kehati-

hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

AI untuk penegakan hukum menuntut kehati-hatian tinggi karena menyangkut kebebasan dan praduga tak 

bersalah. Secara manajerial, instansi harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output 

dapat berupa jumlah dokumen yang diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut 

penurunan waktu tunggu, meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih 

luas lagi: apakah layanan menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan 

terlindungi, dan apakah penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan 

ini, proyek AI mudah terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

AI untuk bantuan sosial harus menghindari exclusion error dan menyediakan koreksi cepat. Penerapan 

yang bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus 

menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap 

pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem 

beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks 

kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Use case sektoral harus tetap berada dalam kerangka tata kelola nasional yang konsisten. Prinsip 

pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi 

ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan 

hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, 

label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Setiap sektor memiliki profil risiko berbeda: kesehatan, pendidikan, pajak, bansos, perizinan, 

keamanan, dan lingkungan. tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri 

kepada pejabat dan institusi yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun 

tidak dapat menggantikan legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. 

Pemerintah yang matang bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih 

bagian mana yang layak diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan 

bagaimana keduanya diawasi secara terbuka. 
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Dimensi Pertanyaan Kendali Bukti yang Diperlukan 

Bansos Apakah warga miskin terlewat? Exclusion error dan mekanisme 

koreksi 

Kesehatan Apakah keselamatan pasien 

terlindungi? 

Validasi klinis 

Penegakan hukum Apakah hak dasar terjaga? Pengawasan ketat dan dasar 

hukum 

 

20. Kapasitas Aparatur dan Perubahan Organisasi 
Adopsi AI memerlukan literasi pimpinan, pemilik proses, analis, auditor, dan petugas layanan. Dalam 

konteks 20. kapasitas aparatur dan perubahan organisasi, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan 

tata kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui 

rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, 

penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus 

ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, 

pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Kompetensi tidak hanya coding, tetapi juga etika, hukum, data, procurement, dan komunikasi risiko. 

Pemerintah memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa 

konsekuensi hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan 

hubungan antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, 

mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat 

berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh 

sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Redesign pekerjaan harus mencegah deskilling dan ketergantungan berlebihan. Secara manajerial, instansi 

harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa jumlah dokumen yang 

diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan waktu tunggu, 

meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: apakah layanan 

menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, dan apakah 

penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek AI mudah 

terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Organisasi perlu memberi ruang bagi whistleblowing dan pelaporan masalah sistem. Penerapan yang 

bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus 

menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap 

pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem 

beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks 

kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Keberhasilan perubahan ditentukan oleh insentif, kepemimpinan, dan pembelajaran lintas instansi. Prinsip 

pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi 

ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan 

hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, 
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label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Adopsi AI memerlukan literasi pimpinan, pemilik proses, analis, auditor, dan petugas layanan. 

tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada pejabat dan institusi 

yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat menggantikan 

legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah yang matang 

bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana yang layak 

diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya diawasi 

secara terbuka. 

21. Etika Profesi dan Budaya Akuntabilitas 
Aturan formal tidak efektif tanpa budaya yang menghargai kehati-hatian dan keterbukaan. Dalam konteks 

21. etika profesi dan budaya akuntabilitas, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola dan 

desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui rangkaian 

keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, penentuan 

ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus ditolak secara 

hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, pengujian, 

dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Aparatur harus memahami bahwa efisiensi tidak boleh mengalahkan martabat manusia. Pemerintah 

memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa konsekuensi 

hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan hubungan 

antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, 

mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat 

berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh 

sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Etika profesi membantu menghadapi situasi yang belum diatur rinci. Secara manajerial, instansi harus 

membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa jumlah dokumen yang 

diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan waktu tunggu, 

meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: apakah layanan 

menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, dan apakah 

penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek AI mudah 

terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Pimpinan perlu memberi contoh dengan tidak menutupi kegagalan sistem. Penerapan yang bertanggung 

jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus menguji kebutuhan, 

dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap pengembangan diperlukan 

validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem beroperasi, kinerja harus dipantau 

karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks kebijakan bergeser. Pada akhir 

masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau dipindahkan secara aman. 

Pembelajaran dari insiden harus bersifat korektif, bukan sekadar mencari kambing hitam. Prinsip 

pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi 

ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan 
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hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, 

label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Aturan formal tidak efektif tanpa budaya yang menghargai kehati-hatian dan keterbukaan. tetapi 

keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada pejabat dan institusi yang 

berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat menggantikan legitimasi, 

empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah yang matang bukan yang 

paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana yang layak diotomatisasi, 

bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya diawasi secara terbuka. 

22. Tata Kelola AI di Indonesia 
Indonesia memiliki fondasi hukum terkait pelayanan publik, administrasi pemerintahan, data pribadi, 

informasi elektronik, dan SPBE. Dalam konteks 22. tata kelola ai di indonesia, perubahan ini perlu dibaca 

sebagai persoalan tata kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem 

AI bekerja melalui rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, 

pemilihan model, penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat 

netral harus ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui 

prosedur, pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Surat Edaran etika AI menjadi langkah awal, tetapi sistem berisiko tinggi memerlukan instrumen lebih 

operasional. Pemerintah memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif 

membawa konsekuensi hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem 

negara, dan hubungan antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak 

permohonan, mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, 

kerugiannya dapat berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau 

rusaknya reputasi. Oleh sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya 

dampak. 

Pada 2025-2026 pemerintah memproses peta jalan nasional dan rancangan Perpres etika AI. Secara 

manajerial, instansi harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa 

jumlah dokumen yang diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan 

waktu tunggu, meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: 

apakah layanan menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, 

dan apakah penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek 

AI mudah terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Koordinasi lintas kementerian diperlukan agar standar tidak terfragmentasi. Penerapan yang bertanggung 

jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus menguji kebutuhan, 

dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap pengembangan diperlukan 

validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem beroperasi, kinerja harus dipantau 

karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks kebijakan bergeser. Pada akhir 

masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau dipindahkan secara aman. 

Pelaksanaan harus menyesuaikan kapasitas pusat dan daerah serta keragaman layanan publik. Prinsip 

pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi 



Kecerdasan Buatan dalam Pemerintahan: Efisiensi, Bias, dan Akuntabilitas 
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI 

Halaman 29 

ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan 

hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, 

label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Indonesia memiliki fondasi hukum terkait pelayanan publik, administrasi pemerintahan, data 

pribadi, informasi elektronik, dan SPBE. tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus 

dapat ditelusuri kepada pejabat dan institusi yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas 

analisis, namun tidak dapat menggantikan legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban 

memberi alasan. Pemerintah yang matang bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang 

mampu memilih bagian mana yang layak diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada 

manusia, dan bagaimana keduanya diawasi secara terbuka. 

23. Model Kelembagaan dan Arsitektur Pengawasan 
Diperlukan pembagian peran antara regulator kebijakan, pemilik layanan, pengawas data, auditor, dan 

lembaga pengaduan. Dalam konteks 23. model kelembagaan dan arsitektur pengawasan, perubahan ini 

perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat 

lunak. Sistem AI bekerja melalui rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi 

kategori, pemilihan model, penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa 

mesin bersifat netral harus ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus 

dibangun melalui prosedur, pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Registri AI pemerintah memungkinkan inventarisasi dan prioritisasi risiko. Pemerintah memiliki 

kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa konsekuensi hukum dan 

sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan hubungan antara negara 

dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, mengklasifikasikan seseorang 

sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat berupa hilangnya hak, 

tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh sebab itu, standar kehati-

hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Komite etika tidak boleh menggantikan akuntabilitas pimpinan. Secara manajerial, instansi harus 

membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa jumlah dokumen yang 

diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan waktu tunggu, 

meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: apakah layanan 

menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, dan apakah 

penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek AI mudah 

terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Pengawasan eksternal dapat melibatkan parlemen, lembaga audit, ombudsman, akademisi, dan 

masyarakat sipil. Penerapan yang bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum 

proyek dimulai, instansi harus menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan 

potensi dampak. Pada tahap pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan 

dokumentasi. Ketika sistem beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku 

pengguna beradaptasi, dan konteks kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan 

akses harus ditutup atau dipindahkan secara aman. 
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Arsitektur yang baik menggabungkan standar nasional dengan tanggung jawab operasional instansi. 

Prinsip pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat 

koreksi ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas 

penegakan hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara 

rasional. Namun, label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, 

atau kualitas. Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum 

dan selama digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Diperlukan pembagian peran antara regulator kebijakan, pemilik layanan, pengawas data, 

auditor, dan lembaga pengaduan. tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat 

ditelusuri kepada pejabat dan institusi yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, 

namun tidak dapat menggantikan legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi 

alasan. Pemerintah yang matang bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu 

memilih bagian mana yang layak diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan 

bagaimana keduanya diawasi secara terbuka. 

24. Peta Jalan Implementasi 
Tahap awal adalah inventarisasi use case dan moratorium selektif terhadap sistem berisiko tinggi yang 

belum teruji. Dalam konteks 24. peta jalan implementasi, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan 

tata kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui 

rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, 

penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus 

ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, 

pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Tahap kedua membangun standar, penilaian dampak, klausul pengadaan, dan pelatihan. Pemerintah 

memiliki kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa konsekuensi 

hukum dan sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan hubungan 

antara negara dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, 

mengklasifikasikan seseorang sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat 

berupa hilangnya hak, tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh 

sebab itu, standar kehati-hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 

Tahap ketiga mengembangkan audit, registri publik, interoperabilitas, dan pusat keahlian. Secara 

manajerial, instansi harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa 

jumlah dokumen yang diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan 

waktu tunggu, meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: 

apakah layanan menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, 

dan apakah penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek 

AI mudah terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Tahap keempat menilai manfaat publik dan menghentikan sistem yang tidak efektif. Penerapan yang 

bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus 

menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap 

pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem 

beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks 
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kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Peta jalan harus memiliki target terukur, anggaran, penanggung jawab, dan mekanisme evaluasi. Prinsip 

pentingnya ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi 

ejaan internal berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan 

hukum. Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, 

label berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. Tahap awal adalah inventarisasi use case dan moratorium selektif terhadap sistem berisiko 

tinggi yang belum teruji. tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri 

kepada pejabat dan institusi yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun 

tidak dapat menggantikan legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. 

Pemerintah yang matang bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih 

bagian mana yang layak diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan 

bagaimana keduanya diawasi secara terbuka. 

Dimensi Pertanyaan Kendali Bukti yang Diperlukan 

0-6 bulan Apa yang harus 

dihentikan/ditinjau? 

Inventarisasi dan klasifikasi 

risiko 

6-18 bulan Kontrol apa yang dibangun? Standar, AIA, pengadaan, 

pelatihan 

18-36 bulan Bagaimana skalabilitas dijaga? Audit, registri, evaluasi manfaat 

 

25. Kesimpulan dan Agenda Kebijakan 
AI dapat memperkuat negara bila digunakan untuk membantu aparatur melayani warga dengan lebih baik. 

Dalam konteks 25. kesimpulan dan agenda kebijakan, perubahan ini perlu dibaca sebagai persoalan tata 

kelola dan desain organisasi, bukan hanya sebagai pilihan perangkat lunak. Sistem AI bekerja melalui 

rangkaian keputusan manusia: penetapan tujuan, pemilihan data, definisi kategori, pemilihan model, 

penentuan ambang, serta cara keluaran dipakai. Karena itu, klaim bahwa mesin bersifat netral harus 

ditolak secara hati-hati. Netralitas tidak muncul dari otomatisasi; ia harus dibangun melalui prosedur, 

pengujian, dokumentasi, pengawasan, dan koreksi yang dapat diakses. 

Efisiensi harus selalu diuji terhadap keadilan, hak, keamanan, dan kepercayaan. Pemerintah memiliki 

kewajiban yang berbeda dari perusahaan karena tindakan administratif membawa konsekuensi hukum dan 

sosial. Warga tidak selalu dapat memilih untuk menghindari sistem negara, dan hubungan antara negara 

dengan warga tidak setara. Bila sebuah model salah menolak permohonan, mengklasifikasikan seseorang 

sebagai berisiko, atau menurunkan prioritas layanan, kerugiannya dapat berupa hilangnya hak, 

tertundanya pengobatan, berkurangnya pendapatan, atau rusaknya reputasi. Oleh sebab itu, standar kehati-

hatian harus meningkat sejalan dengan besarnya dampak. 
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Bias harus diperlakukan sebagai risiko tata kelola, bukan sekadar cacat teknis. Secara manajerial, instansi 

harus membedakan antara output, outcome, dan public value. Output dapat berupa jumlah dokumen yang 

diproses atau persentase kasus yang ditandai. Outcome menyangkut penurunan waktu tunggu, 

meningkatnya ketepatan sasaran, atau berkurangnya fraud. Public value lebih luas lagi: apakah layanan 

menjadi lebih adil, apakah kepercayaan meningkat, apakah kelompok rentan terlindungi, dan apakah 

penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perbedaan ini, proyek AI mudah 

terlihat berhasil di dashboard tetapi gagal dalam pengalaman nyata masyarakat. 

Akuntabilitas memerlukan dokumentasi, pengawasan manusia, audit, dan pemulihan. Penerapan yang 

bertanggung jawab memerlukan pendekatan siklus hidup. Sebelum proyek dimulai, instansi harus 

menguji kebutuhan, dasar hukum, alternatif non-AI, kesiapan data, dan potensi dampak. Pada tahap 

pengembangan diperlukan validasi, pengujian bias, keamanan, dan dokumentasi. Ketika sistem 

beroperasi, kinerja harus dipantau karena pola data berubah, perilaku pengguna beradaptasi, dan konteks 

kebijakan bergeser. Pada akhir masa pakai, data, model, kontrak, dan akses harus ditutup atau 

dipindahkan secara aman. 

Tujuan akhirnya adalah pemerintahan yang lebih cerdas sekaligus lebih manusiawi. Prinsip pentingnya 

ialah proporsionalitas. Tidak semua aplikasi membutuhkan kontrol yang sama. Alat koreksi ejaan internal 

berbeda risikonya dari sistem yang menentukan penerima bantuan atau prioritas penegakan hukum. 

Klasifikasi risiko membantu mengalokasikan sumber daya pengawasan secara rasional. Namun, label 

berisiko rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, keamanan, atau kualitas. 

Sebaliknya, sistem berisiko tinggi harus menghadapi pembuktian yang lebih kuat sebelum dan selama 

digunakan. 

Dari sudut kepemimpinan publik, inti persoalan ini adalah keberanian mempertahankan tanggung jawab 

manusia. AI dapat memperkuat negara bila digunakan untuk membantu aparatur melayani warga dengan 

lebih baik. tetapi keputusan mengenai nilai, hak, dan prioritas tetap harus dapat ditelusuri kepada pejabat 

dan institusi yang berwenang. Teknologi dapat memperluas kapasitas analisis, namun tidak dapat 

menggantikan legitimasi, empati, pertimbangan kontekstual, dan kewajiban memberi alasan. Pemerintah 

yang matang bukan yang paling cepat mengotomatisasi, melainkan yang mampu memilih bagian mana 

yang layak diotomatisasi, bagian mana yang harus tetap berada pada manusia, dan bagaimana keduanya 

diawasi secara terbuka. 

Catatan Kontekstual Indonesia per Agustus 2026 
Perkembangan kebijakan AI Indonesia perlu dibaca secara dinamis. Surat Edaran Menteri Komunikasi 

dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 memberikan pedoman etika awal bagi pelaku usaha dan 

penyelenggara sistem elektronik. Pada 2025 pemerintah menyelenggarakan konsultasi publik atas Buku 

Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan konsep pedoman etika yang lebih luas. Pada Februari 

hingga Mei 2026, pemerintah melaporkan proses pembahasan lintas kementerian atas Rancangan 

Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026-2029 dan Rancangan 

Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Karena status hukum dapat berubah, setiap 

instansi perlu memeriksa naskah resmi terbaru sebelum mengadopsi atau mengoperasikan sistem. 

Di luar regulasi AI khusus, penerapan AI pemerintah harus tetap tunduk pada kerangka hukum yang telah 

berlaku, termasuk ketentuan mengenai administrasi pemerintahan, pelayanan publik, keterbukaan 

informasi, pelindungan data pribadi, transaksi elektronik, arsip, keamanan informasi, serta Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. Artinya, ketiadaan satu undang-undang AI yang tunggal bukanlah 
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ruang tanpa hukum. Banyak kewajiban dasar—legalitas, tujuan yang sah, proporsionalitas, perlindungan 

hak, keamanan, pemberian alasan, dan mekanisme pengaduan—sudah memiliki landasan normatif. 

Tantangan praktis Indonesia terletak pada kesenjangan kapasitas antarinstansi dan antardaerah. 

Pemerintah pusat mungkin memiliki akses terhadap talenta, infrastruktur, dan konsultan, sedangkan 

daerah dengan fiskal terbatas menghadapi data yang terfragmentasi dan sumber daya manusia yang 

minim. Karena itu, tata kelola nasional perlu menyediakan templat penilaian dampak, klausul kontrak, 

standar audit, pusat bantuan teknis, dan repositori komponen yang dapat digunakan bersama. 

Standardisasi tidak boleh mematikan inovasi, tetapi harus mencegah eksperimen terhadap hak warga 

tanpa perlindungan yang memadai. 

Glossarium 
Akuntabilitas algoritmik: Kewajiban institusi untuk menjelaskan, menguji, mengawasi, dan 

mempertanggungjawabkan sistem algoritmik serta dampaknya. 

Algorithmic Impact Assessment: Penilaian terstruktur atas tujuan, risiko, kelompok terdampak, 

mitigasi, dan mekanisme pemulihan sebelum dan selama penggunaan sistem AI. 

Audit algoritmik: Pemeriksaan independen atau internal terhadap data, model, proses, kepatuhan, 

keamanan, dan dampak suatu sistem algoritmik. 

Bias algoritmik: Pola kesalahan atau ketidakadilan sistematis yang merugikan kelompok tertentu akibat 

data, desain, tujuan, model, atau konteks penggunaan. 

Data drift: Perubahan pola data operasional dibandingkan data saat model dikembangkan. 

Data lineage: Catatan mengenai asal, transformasi, pemindahan, dan penggunaan data sepanjang siklus 

hidupnya. 

Explainability: Kemampuan memberikan penjelasan yang bermakna mengenai faktor, logika, atau alasan 

yang memengaruhi keluaran sistem. 

Fairness: Konsep keadilan dalam distribusi manfaat, risiko, kesalahan, dan perlakuan sistem terhadap 

kelompok berbeda. 

False negative: Kasus yang sebenarnya positif atau berisiko tetapi tidak terdeteksi sistem. 

False positive: Kasus yang sebenarnya negatif atau tidak berisiko tetapi ditandai sistem. 

Generative AI: AI yang menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, audio, video, atau kode. 

Human-in-the-loop: Model operasi yang menempatkan manusia sebagai pihak yang meninjau atau 

menyetujui keluaran sistem. 

Human oversight: Pengawasan manusia yang efektif atas desain, penggunaan, dan dampak AI, termasuk 

kewenangan untuk mengubah atau menghentikan keputusan. 

Interoperabilitas: Kemampuan sistem dan organisasi bertukar serta menggunakan data secara konsisten 

dan aman. 

Model card: Dokumen ringkas yang menjelaskan tujuan, data, kinerja, batasan, dan penggunaan yang 

sesuai bagi suatu model. 

Model drift: Penurunan kinerja model karena perubahan hubungan antara variabel dan hasil. 
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Privacy by design: Pengintegrasian perlindungan privasi sejak tahap perancangan sistem. 

Public value: Nilai yang dihasilkan pemerintah bagi masyarakat, mencakup efektivitas, keadilan, 

legitimasi, kepercayaan, dan kesejahteraan. 

Registri AI: Daftar terstruktur sistem AI yang dikembangkan, dibeli, atau digunakan oleh instansi. 

Risk-based approach: Pendekatan yang menyesuaikan tingkat kontrol dengan kemungkinan dan 

besarnya dampak. 

Rubber stamping: Persetujuan manusia yang bersifat formal tanpa pemeriksaan substantif. 

Vendor lock-in: Ketergantungan terhadap penyedia tertentu yang menyulitkan perpindahan teknologi 

atau data. 
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Lampiran Analitis: Dua Belas Kasus Penggunaan AI dalam Pemerintahan 

Kasus 1: Penargetan Bantuan Sosial 

Suatu pemerintah daerah ingin menggunakan model prediktif untuk memeringkat rumah tangga yang 

dianggap paling membutuhkan bantuan. Data berasal dari registrasi penduduk, konsumsi listrik, 

kepemilikan aset, riwayat penerimaan bantuan, dan survei sosial ekonomi. Dari perspektif efisiensi, 

sistem menjanjikan pemrosesan lebih cepat dan pemeriksaan lapangan yang lebih terarah. Namun data 

administratif tidak selalu menggambarkan kenyataan: keluarga yang tinggal bersama kerabat dapat 

tampak memiliki aset, warga di daerah tanpa listrik memiliki catatan konsumsi yang tidak informatif, dan 

pekerja informal mengalami perubahan pendapatan yang tidak tercatat. 

Bias dapat muncul ketika model belajar dari daftar penerima lama yang sudah mengandung kesalahan 

inklusi dan eksklusi. Bila target model didefinisikan sebagai 'pernah menerima bantuan', ia hanya meniru 

pola keputusan masa lalu, bukan mengukur kebutuhan aktual. Akibatnya, kelompok yang sebelumnya 

tidak terlihat akan tetap tidak terlihat. Akuntabilitas menuntut pemerintah menjelaskan faktor utama yang 

memengaruhi skor, menguji exclusion error menurut wilayah dan kelompok, serta menyediakan 

mekanisme koreksi yang tidak memerlukan akses internet atau dokumen yang sulit diperoleh. 

Desain yang lebih bertanggung jawab menggunakan model sebagai alat penentuan prioritas verifikasi, 

bukan sebagai penolak otomatis. Petugas lapangan diberi panduan untuk memeriksa kondisi aktual dan 

dapat mengubah hasil dengan alasan tercatat. Sistem juga harus menerima data baru, memantau 

perubahan ekonomi, dan membuka jalur pengaduan cepat. Keberhasilan tidak diukur dari jumlah 

penolakan atau penghematan anggaran, melainkan dari meningkatnya ketepatan sasaran tanpa 

mengorbankan hak warga miskin yang belum terekam dengan baik. 

Kasus 2: Triase Kesehatan di Fasilitas Publik 
Rumah sakit pemerintah menggunakan AI untuk membantu menentukan prioritas pasien di instalasi 

gawat darurat. Sistem membaca keluhan, tanda vital, usia, riwayat penyakit, dan hasil laboratorium awal. 

Manfaat potensialnya ialah mengurangi waktu tunggu, mengenali pola yang terlewat, dan membantu 

tenaga kesehatan pada saat beban tinggi. Namun konsekuensi kesalahan sangat serius. False negative 

dapat menunda penanganan pasien kritis, sedangkan false positive dapat mengalihkan sumber daya dari 

pasien lain. 

Model yang dikembangkan dari rumah sakit besar di kota belum tentu cocok bagi puskesmas atau daerah 

dengan pola penyakit, alat ukur, dan karakteristik populasi berbeda. Bias juga dapat timbul karena gejala 

pada perempuan, lansia, penyandang disabilitas, atau kelompok tertentu kurang terwakili dalam data. 

Akuntabilitas klinis tidak boleh dialihkan kepada vendor. Dokter dan perawat harus mengetahui 

keterbatasan model, menerima tingkat keyakinan, dan memiliki kewenangan untuk mengabaikan 

rekomendasi. 

Implementasi yang aman memerlukan validasi lokal, uji prospektif, pemantauan adverse events, serta 

komite klinis yang meninjau performa terpilah. Pasien perlu diberi tahu ketika AI berperan signifikan, 

terutama bila memengaruhi urutan atau keputusan layanan. Sistem harus memiliki mode kegagalan yang 

aman dan prosedur manual ketika jaringan terputus. Efisiensi yang sah adalah efisiensi yang 

meningkatkan keselamatan dan akses, bukan sekadar mempercepat antrean secara statistik. 
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Kasus 3: Prediksi Risiko Putus Sekolah 

Dinas pendidikan mengembangkan model untuk mengidentifikasi siswa yang berisiko putus sekolah 

berdasarkan kehadiran, nilai, keterlambatan pembayaran, jarak rumah, dan interaksi pada platform 

belajar. Tujuan sosialnya positif: sekolah dapat memberi dukungan lebih awal. Namun label 'berisiko' 

dapat berubah menjadi stigma. Guru mungkin menurunkan harapan, teman sebaya dapat memperlakukan 

siswa berbeda, dan sekolah dapat memusatkan perhatian hanya pada indikator yang mudah diukur. 

Data platform belajar cenderung lebih lengkap bagi siswa yang memiliki perangkat dan koneksi baik. 

Siswa di wilayah tertinggal justru dapat terlihat tidak aktif tanpa diketahui penyebabnya. Variabel seperti 

alamat atau jenis pekerjaan orang tua dapat menjadi proksi status sosial ekonomi dan mendorong 

perlakuan tidak adil. Model juga tidak mampu sepenuhnya memahami kekerasan rumah tangga, 

kesehatan mental, tanggung jawab merawat keluarga, atau hambatan budaya. 

Penggunaan yang bertanggung jawab menempatkan prediksi sebagai sinyal untuk percakapan suportif, 

bukan hukuman atau pengeluaran dari sekolah. Akses terhadap skor dibatasi, istilah yang digunakan tidak 

menghakimi, dan intervensi dipilih bersama siswa serta keluarga. Evaluasi harus menilai apakah 

dukungan benar-benar menurunkan angka putus sekolah dan apakah manfaatnya merata. Akuntabilitas 

berarti memastikan sistem membuka kesempatan, bukan menciptakan ramalan yang terpenuhi dengan 

sendirinya. 

Kasus 4: Deteksi Risiko Pajak 
Otoritas pajak menggunakan machine learning untuk memilih wajib pajak yang akan diperiksa. Sistem 

menggabungkan laporan pajak, transaksi, jaringan perusahaan, dan indikator anomali. Potensi 

efisiensinya besar karena pemeriksaan dapat difokuskan pada kasus dengan kemungkinan ketidakpatuhan 

lebih tinggi. Namun pemilihan audit merupakan tindakan yang membawa biaya, tekanan, dan risiko 

reputasi. Kesalahan sistem dapat membebani wajib pajak patuh, terutama usaha kecil yang pencatatannya 

tidak seragam. 

Bias dapat muncul jika data penegakan sebelumnya lebih banyak berasal dari sektor tertentu sehingga 

model terus mengarahkan pemeriksaan ke sektor tersebut. Kompleksitas bisnis besar mungkin justru 

menghasilkan pola yang sulit ditangkap, sementara transaksi sederhana mudah ditandai. Selain itu, model 

dapat mendorong perilaku gaming jika indikatornya bocor atau terlalu mudah ditebak. Transparansi 

penuh mengenai rumus tidak selalu tepat, tetapi wajib pajak tetap berhak memahami alasan pemeriksaan 

dalam bahasa yang masuk akal. 

Tata kelola yang baik memisahkan fungsi deteksi, keputusan audit, dan penetapan sanksi. Model hanya 

menjadi salah satu input; keputusan pemeriksaan membutuhkan verifikasi dan catatan alasan. Pengujian 

dilakukan terhadap tingkat hasil audit, keberhasilan banding, dan beban administratif menurut kelompok 

usaha. Auditor internal dan eksternal perlu menilai apakah sistem meningkatkan kepatuhan secara adil, 

bukan hanya menaikkan jumlah kasus yang diperiksa. 

Kasus 5: Perizinan Usaha Otomatis 

Pemerintah mengotomatisasi penilaian awal permohonan izin usaha dengan membaca dokumen, 

memeriksa kelengkapan, dan memprediksi risiko pelanggaran. Waktu proses dapat dipangkas dari 

minggu menjadi hari. Namun dokumen usaha kecil sering tidak seragam, memakai hasil pindai 

berkualitas rendah, atau disusun dalam bahasa yang berbeda. Sistem pengenalan dokumen dapat lebih 

sering gagal pada pemohon dengan sumber daya terbatas. 
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Apabila kegagalan ekstraksi dianggap sebagai ketidaklengkapan, beban koreksi dipindahkan kepada 

pemohon. Ketika skor risiko tidak dijelaskan, pejabat garis depan mungkin hanya mengikuti rekomendasi. 

Akuntabilitas memerlukan pemisahan antara pemeriksaan administratif, penilaian substantif, dan 

keputusan akhir. Pemohon harus mengetahui dokumen mana yang tidak terbaca dan memiliki kesempatan 

memperbaiki tanpa memulai proses dari awal. 

Model yang baik mengurangi friksi, bukan menciptakan dinding digital. Sistem menyediakan pratinjau 

hasil ekstraksi, bantuan manusia, dan standar waktu koreksi. Tingkat kesalahan diukur menurut skala 

usaha, wilayah, dan jenis dokumen. Keuntungan efisiensi harus digunakan untuk meningkatkan kualitas 

konsultasi dan pengawasan berbasis risiko, bukan hanya mengurangi jumlah petugas tanpa 

memperhatikan kualitas layanan. 

Kasus 6: Pengadaan Publik dan Deteksi Kolusi 

Lembaga pengadaan memakai analitik jaringan dan deteksi anomali untuk menemukan pola penawaran 

yang mencurigakan: perusahaan dengan alamat terkait, rotasi pemenang, harga mirip, atau waktu unggah 

yang berdekatan. AI dapat membantu auditor menelaah volume transaksi yang terlalu besar untuk 

diperiksa manual. Namun anomali bukan bukti kolusi. Usaha yang beroperasi di daerah kecil dapat 

memiliki hubungan logistik yang wajar atau pola harga serupa karena pasar yang terbatas. 

Risiko muncul bila daftar merah algoritmik menyebar tanpa prosedur klarifikasi. Perusahaan dapat 

kehilangan peluang kontrak karena hubungan statistik yang tidak dipahami. Akuntabilitas membutuhkan 

aturan bahwa keluaran sistem adalah lead investigatif, bukan dasar sanksi otomatis. Setiap eskalasi harus 

menggabungkan bukti tambahan dan menjamin hak jawab. 

Kontrak pengadaan AI itu sendiri juga harus transparan. Pemerintah perlu memastikan model tidak dilatih 

dengan data yang melanggar ketentuan, memiliki akses audit, dan dapat diuji ulang. Ukuran keberhasilan 

bukan jumlah vendor yang ditandai, tetapi kualitas temuan, nilai kerugian yang dicegah, berkurangnya 

false accusation, dan meningkatnya integritas proses pengadaan. 

Kasus 7: Rekrutmen dan Promosi Aparatur 

Instansi menggunakan AI untuk menyaring lamaran, menilai kompetensi, atau merekomendasikan 

kandidat promosi. Sistem dapat mengurangi beban administrasi dan membantu konsistensi. Namun data 

kinerja masa lalu mencerminkan kesempatan yang tidak merata, gaya penilaian atasan, dan struktur 

jabatan yang mungkin bias gender, daerah, usia, atau latar pendidikan. 

Model yang menganggap riwayat promosi sebagai indikator keberhasilan akan mereproduksi pola lama. 

Analisis bahasa pada esai atau video wawancara dapat merugikan pelamar dengan aksen, disabilitas, atau 

gaya komunikasi berbeda. Dalam urusan kepegawaian publik, legitimasi sangat penting karena aparatur 

harus dipilih berdasarkan merit yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Sistem sebaiknya digunakan untuk pemeriksaan kelengkapan dan dukungan analisis, bukan penolakan 

final yang tidak dapat dijelaskan. Kriteria harus terkait langsung dengan kompetensi jabatan dan diuji 

terhadap adverse impact. Kandidat memiliki hak untuk meminta peninjauan manusia. Komite seleksi 

tetap bertanggung jawab dan wajib mencatat alasan keputusan, termasuk ketika mengikuti atau 

menyimpang dari rekomendasi AI. 

Kasus 8: Prediksi Kejahatan dan Penegakan Hukum 

AI dapat digunakan untuk memetakan lokasi rawan, memprioritaskan patroli, mengenali pola kasus, atau 

menilai risiko. Bidang ini memiliki risiko hak asasi paling tinggi. Data kejahatan tidak sama dengan 

kejadian kejahatan; ia mencerminkan lokasi pelaporan, intensitas patroli, akses masyarakat ke polisi, dan 
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prioritas penegakan masa lalu. Daerah yang sering dipatroli menghasilkan lebih banyak catatan, lalu 

catatan itu membenarkan patroli lebih lanjut. 

Loop umpan balik tersebut dapat memusatkan pengawasan pada komunitas tertentu dan memperbesar 

ketidakpercayaan. Sistem pengenalan wajah juga memiliki risiko kesalahan identifikasi, terutama bila 

kualitas gambar rendah atau data pelatihan tidak representatif. Keluaran probabilistik tidak boleh 

diperlakukan sebagai bukti kesalahan individu. 

Penggunaan AI penegakan hukum memerlukan dasar hukum jelas, necessity and proportionality test, 

pembatasan tujuan, audit independen, pencatatan, dan pengawasan yudisial atau lembaga yang relevan. 

Beberapa penggunaan mungkin terlalu berisiko untuk diterapkan. Prinsip praduga tak bersalah dan hak 

atas pembelaan harus tetap menjadi batas yang tidak dapat dikalahkan oleh klaim efisiensi. 

Kasus 9: Prediksi Bencana dan Alokasi Respons 

AI dapat menggabungkan citra satelit, sensor cuaca, data topografi, lalu lintas, dan laporan warga untuk 

memprediksi banjir, kebakaran, atau longsor. Manfaatnya nyata: peringatan lebih dini dan penempatan 

sumber daya yang lebih baik. Akan tetapi, data sensor sering lebih rapat di wilayah perkotaan, sementara 

daerah terpencil memiliki cakupan rendah. Ketidakpastian model dapat menimbulkan alarm palsu atau 

kegagalan peringatan. 

Keputusan alokasi yang semata berbasis data digital dapat mengabaikan komunitas yang tidak aktif pada 

platform daring. Selain itu, model mungkin sangat akurat untuk peristiwa umum tetapi gagal pada 

kejadian ekstrem yang belum pernah terlihat. Akuntabilitas dalam situasi darurat memerlukan komunikasi 

ketidakpastian, bukan angka presisi yang menyesatkan. 

AI harus dikombinasikan dengan pengetahuan lokal, laporan petugas, dan protokol komando yang jelas. 

Sistem perlu diuji melalui simulasi, memiliki redundansi, dan mendukung berbagai kanal peringatan. 

Evaluasi pascabencana menilai siapa yang menerima peringatan, siapa yang tidak, dan mengapa. Tujuan 

utamanya ialah menyelamatkan nyawa secara merata, bukan menunjukkan kecanggihan dashboard. 

Kasus 10: Pengawasan Lingkungan 

Pemerintah memakai citra satelit dan computer vision untuk mendeteksi deforestasi, pertambangan ilegal, 

pencemaran, atau perubahan garis pantai. Teknologi memperluas jangkauan pengawasan dan dapat 

mempercepat intervensi. Namun citra dapat salah mengklasifikasikan perkebunan rakyat, lahan adat, 

awan, atau perubahan musiman. Kesalahan tersebut dapat memicu inspeksi atau sanksi yang merugikan 

masyarakat lokal. 

Konflik muncul ketika peta resmi, izin, dan penguasaan faktual tidak sinkron. AI tidak dapat 

menyelesaikan sengketa tenurial hanya dengan piksel. Akuntabilitas mensyaratkan verifikasi lapangan, 

partisipasi masyarakat, serta penghormatan terhadap hak dan pengetahuan lokal. Data pengawasan juga 

dapat sensitif jika digunakan untuk memantau komunitas. 

Desain yang baik mempublikasikan metodologi pada tingkat yang wajar, menandai tingkat keyakinan, 

dan memisahkan deteksi perubahan dari penetapan pelanggaran. Temuan algoritmik memicu 

pemeriksaan, bukan vonis. Keberhasilan diukur dari berkurangnya kerusakan lingkungan, penyelesaian 

kasus yang adil, dan meningkatnya kemampuan pencegahan. 

Kasus 11: Layanan Kependudukan dan Verifikasi Identitas 

Verifikasi biometrik dapat mempercepat layanan kependudukan, bantuan, perjalanan, atau autentikasi 

digital. Namun kegagalan pencocokan dapat menghalangi seseorang mengakses hak dasar. Wajah 
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berubah karena usia, penyakit, pencahayaan, kualitas kamera, atau kondisi fisik. Kelompok tertentu dapat 

mengalami tingkat kegagalan lebih tinggi. 

Sistem identitas memiliki risiko konsentrasi data dan function creep, yaitu penggunaan data untuk tujuan 

baru yang tidak diperkirakan saat pengumpulan. Kebocoran biometrik sulit dipulihkan karena wajah atau 

sidik jari tidak dapat diganti seperti kata sandi. Akuntabilitas memerlukan alternatif nonbiometrik, 

prosedur koreksi, pembatasan akses, dan audit keamanan. 

Instansi harus memastikan bahwa kegagalan mesin tidak berubah menjadi kegagalan kewargaan. Petugas 

harus dapat memproses pengecualian dengan aman dan bermartabat. Pengukuran mencakup false 

rejection rate, waktu pemulihan akses, jumlah pengaduan, dan perbedaan performa antar kelompok. 

Efisiensi autentikasi harus tunduk pada prinsip bahwa setiap warga berhak diakui dan dilayani. 

Kasus 12: AI Generatif untuk Penyusunan Kebijakan 

Kementerian menggunakan AI generatif untuk merangkum konsultasi publik, menyusun draf naskah, 

menerjemahkan, dan membandingkan regulasi. Produktivitas dapat meningkat, terutama pada pekerjaan 

awal. Namun model dapat mengarang sumber, menghilangkan pendapat minoritas, menyederhanakan 

konflik nilai, atau memasukkan informasi rahasia ke layanan eksternal. 

Risiko lain adalah homogenisasi kebijakan: keluaran yang tampak meyakinkan dapat mengurangi 

keberanian aparatur melakukan analisis asli. Bila draf AI tidak diberi penanda dan tidak diverifikasi, 

kesalahan dapat masuk ke dokumen resmi. Akuntabilitas tidak boleh hilang hanya karena teks disusun 

bersama mesin. 

Instansi memerlukan daftar penggunaan yang diperbolehkan, larangan memasukkan data tertentu, 

verifikasi sumber, pencatatan penggunaan signifikan, dan tanggung jawab editor manusia. AI generatif 

sebaiknya diposisikan sebagai asisten, bukan penulis kebijakan yang otonom. Nilai tambahnya harus 

tampak dalam waktu yang dihemat untuk konsultasi, analisis, dan deliberasi manusia yang lebih 

mendalam. 

Penutup Akhir 
Rangkaian kasus tersebut memperlihatkan pola yang konsisten. AI dapat meningkatkan kemampuan 

negara melihat pola, mengelola volume, dan merespons lebih cepat, tetapi setiap peningkatan kapasitas 

juga memperbesar kemampuan negara membuat kesalahan dalam skala luas. Di sektor publik, skala 

bukan hanya sumber efisiensi; skala juga merupakan pengganda risiko. Karena itu, keputusan untuk 

menerapkan AI harus disertai kapasitas untuk menguji, menjelaskan, memperbaiki, dan 

menghentikannya. 

Bias tidak dapat dihapus hanya dengan satu metrik fairness. Ia harus ditangani melalui kombinasi 

perbaikan data, pemilihan tujuan yang tepat, desain proses, keterlibatan kelompok terdampak, pengujian 

terpilah, serta mekanisme keberatan. Akuntabilitas juga tidak cukup diwujudkan melalui komite etika atau 

pernyataan prinsip. Ia memerlukan pembagian tugas yang nyata, dokumentasi, log, audit, kanal 

pemulihan, dan pejabat yang secara eksplisit bertanggung jawab. 

Pemerintahan yang menggunakan AI secara dewasa akan menghindari dua ekstrem: penolakan teknologi 

karena takut pada risiko, dan penerimaan teknologi karena terpesona oleh efisiensi. Jalan yang lebih tepat 

adalah inovasi yang disiplin. Negara perlu bereksperimen, tetapi eksperimen harus aman; perlu bergerak 

cepat, tetapi tidak meninggalkan warga; perlu memanfaatkan data, tetapi tetap menghormati martabat 
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manusia. Dengan kerangka tersebut, kecerdasan buatan dapat menjadi sarana memperkuat pelayanan 

publik dan demokrasi administratif, bukan mesin baru yang menjauhkan negara dari masyarakat. 
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Pendalaman Konseptual dan Manajerial 

1. AI, Diskresi, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

Diskresi merupakan unsur penting dalam administrasi karena aturan tidak dapat mengantisipasi seluruh 

variasi kasus. AI dapat membantu pejabat menemukan pola dan membandingkan kasus, tetapi ia juga 

dapat mempersempit diskresi secara tidak terlihat. Ketika skor risiko atau rekomendasi sistem 

dipresentasikan sebagai hasil ilmiah, pejabat mungkin merasa tidak layak menyimpang. Padahal, konteks 

individual, keadaan darurat, atau kepentingan keadilan dapat menuntut keputusan berbeda. Oleh sebab itu, 

desain antarmuka harus menghindari kesan kepastian palsu dan menyediakan ruang bagi alasan 

profesional. 

Asas legalitas, kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik 

harus diterjemahkan menjadi kebutuhan sistem. Kecermatan berarti data diverifikasi dan ketidakpastian 

diakui. Ketidakberpihakan berarti performa diuji antarkelompok. Keterbukaan berarti warga diberi tahu 

tentang penggunaan AI dan memperoleh alasan yang dapat dipahami. Pelayanan yang baik berarti sistem 

tidak mengubah kesalahan administrasi menjadi hambatan yang sulit dipulihkan. Dengan demikian, 

prinsip hukum bukan lapisan tambahan setelah sistem selesai, tetapi menjadi spesifikasi desain sejak 

awal. 

Manajemen perlu menetapkan siapa yang boleh menggunakan diskresi, kapan penyimpangan harus 

dieskalasi, bagaimana alasan dicatat, dan bagaimana pola penyimpangan dianalisis. Banyak override 

dapat menunjukkan model buruk, tetapi juga dapat menunjukkan petugas tidak memahami sistem. Tidak 

adanya override dapat berarti model sangat baik, atau sebaliknya menunjukkan budaya kepatuhan buta. 

Karena itu, angka override harus dibaca bersama kualitas alasan, karakter kasus, dan hasil akhirnya. 

Pengawasan yang matang tidak menghukum perbedaan keputusan secara otomatis, melainkan belajar dari 

perbedaan tersebut. 

2. Kepercayaan Publik sebagai Aset Pemerintahan 

Kepercayaan publik menentukan apakah warga mau memberikan data, mengikuti rekomendasi, dan 

menggunakan layanan digital. AI yang efisien tetapi tidak dipercaya akan menghasilkan resistensi, 

penghindaran, dan peningkatan biaya verifikasi. Kepercayaan tidak dibangun melalui kampanye 

komunikasi semata. Ia tumbuh ketika warga mengalami layanan yang konsisten, memperoleh penjelasan, 

melihat kesalahan diakui, dan mendapatkan pemulihan yang nyata. 

Transparansi perlu diarahkan pada kebutuhan praktis. Publik tidak selalu membutuhkan kode sumber, 

tetapi membutuhkan informasi mengenai tujuan, jenis data, dampak, pihak yang bertanggung jawab, serta 

cara mengajukan keberatan. Dalam sistem berisiko tinggi, pemerintah dapat menerbitkan ringkasan 

penilaian dampak, hasil audit, statistik kesalahan, dan langkah perbaikan. Keterbukaan semacam ini 

memperlihatkan bahwa pemerintah tidak menganggap teknologi kebal dari pengawasan. 

Kepercayaan juga bergantung pada kompetensi. Sistem yang sering gagal, lambat, atau memberikan 

jawaban salah akan merusak legitimasi meskipun prinsip etikanya baik. Karena itu, keandalan teknis dan 

akuntabilitas etis tidak boleh dipertentangkan. Keduanya saling menopang. Pemerintah perlu mengelola 

ekspektasi secara jujur: menjelaskan bahwa AI memiliki batas dan tetap memerlukan manusia. 

Komunikasi yang realistis lebih kuat daripada janji bahwa teknologi akan menyelesaikan semua masalah 

birokrasi. 
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3. Ekonomi Politik Data dan Infrastruktur AI 

AI pemerintah bergantung pada pusat data, komputasi awan, chip, perangkat lunak, data, dan tenaga ahli. 

Ketergantungan ini memiliki dimensi ekonomi politik. Penyedia besar dapat menentukan standar, biaya, 

dan arsitektur teknologi. Jika pemerintah tidak memiliki strategi portabilitas dan interoperabilitas, 

keputusan teknis hari ini dapat mengikat anggaran dan kebijakan selama bertahun-tahun. 

Kedaulatan digital tidak berarti semua komponen harus dibuat sendiri. Yang lebih penting ialah 

kemampuan negara menentukan aturan, mengakses data dan log, memindahkan sistem, melakukan audit, 

serta menjaga kesinambungan layanan. Pilihan build, buy, atau partner harus dinilai berdasarkan risiko, 

kapasitas, sensitivitas data, biaya siklus hidup, dan kepentingan strategis. Proyek prestisius tidak boleh 

mengalahkan kebutuhan dasar seperti kualitas data dan keamanan. 

Kebijakan industri AI juga perlu dikaitkan dengan pelayanan publik. Pengadaan pemerintah dapat 

mendorong standar etis dan membangun ekosistem lokal, tetapi proteksi tanpa standar mutu dapat 

menghasilkan sistem mahal dan lemah. Pemerintah perlu membuka ruang inovasi bagi universitas, 

startup, dan BUMN sambil mempertahankan persyaratan performa, keamanan, dan akuntabilitas yang 

sama. Kompetisi yang sehat dan standar terbuka mengurangi ketergantungan serta memperkuat 

kemampuan nasional. 

4. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Manfaat Publik 

Proyek AI sering dinilai dari akurasi model atau jumlah transaksi otomatis. Indikator tersebut penting 

tetapi belum cukup. Pemerintah perlu membangun theory of change yang menjelaskan bagaimana 

keluaran model akan mengubah perilaku petugas, proses layanan, dan hasil sosial. Tanpa hubungan 

sebab-akibat yang jelas, peningkatan akurasi belum tentu menghasilkan perbaikan kebijakan. 

Evaluasi ideal membandingkan kondisi sebelum dan sesudah, atau menggunakan kelompok pembanding 

ketika memungkinkan. Ukuran mencakup waktu proses, biaya, tingkat kesalahan, distribusi manfaat, 

jumlah pengaduan, hasil banding, kepuasan, dan dampak pada kelompok rentan. Evaluasi juga perlu 

menghitung biaya tersembunyi: pemeliharaan, integrasi, pelatihan, koreksi data, vendor, audit, dan 

respons insiden. 

Pemerintah harus berani menghentikan sistem yang tidak menghasilkan manfaat. Sunk cost dan reputasi 

proyek sering membuat organisasi mempertahankan teknologi yang gagal. Exit criteria harus ditetapkan 

sejak awal: batas kesalahan, insiden keamanan, ketimpangan performa, atau tidak tercapainya outcome. 

Menghentikan sistem yang buruk bukan tanda kegagalan manajemen; justru merupakan bukti bahwa 

akuntabilitas dan pembelajaran bekerja. 

5. Partisipasi Publik dan Co-Design 

Warga yang terdampak memiliki pengetahuan yang tidak selalu tersedia dalam data. Mereka memahami 

hambatan dokumen, bahasa, akses, stigma, dan perilaku petugas. Pelibatan publik sejak awal membantu 

mengidentifikasi risiko yang luput dari tim teknis. Partisipasi tidak harus dilakukan untuk setiap alat 

internal, tetapi semakin besar dampak sistem, semakin kuat alasan untuk konsultasi. 

Co-design dapat melibatkan lokakarya pengguna, uji aksesibilitas, simulasi pengaduan, dan pembahasan 

penjelasan keputusan. Kelompok rentan perlu didukung agar dapat berpartisipasi secara bermakna, bukan 

sekadar diundang. Pemerintah harus menjelaskan aspek mana yang masih terbuka untuk perubahan dan 

bagaimana masukan digunakan. Konsultasi simbolik justru dapat mengurangi kepercayaan. 

Partisipasi juga berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan 

jurnalis dapat menemukan pola dampak yang tidak terlihat dalam dashboard internal. Kanal pelaporan 
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eksternal yang aman membantu pemerintah memperbaiki sistem sebelum masalah membesar. Dengan 

demikian, partisipasi bukan hambatan inovasi, melainkan sumber kualitas dan legitimasi. 

6. Tata Kelola Berlapis: Pusat, Daerah, dan Sektor 

Indonesia memerlukan tata kelola yang konsisten tetapi tidak terlalu sentralistis. Pemerintah pusat dapat 

menetapkan prinsip, klasifikasi risiko, standar minimum, dan templat. Kementerian sektoral 

menerjemahkan standar ke konteks kesehatan, pendidikan, pajak, atau keamanan. Pemerintah daerah 

menyesuaikan implementasi dengan kapasitas dan kebutuhan lokal. 

Tanpa koordinasi, muncul duplikasi proyek, standar data berbeda, dan pengadaan yang tidak kompatibel. 

Sebaliknya, sentralisasi berlebihan dapat mengabaikan inovasi lokal. Model federatif memungkinkan 

komponen bersama—identitas, keamanan, logging, penilaian dampak—digunakan lintas instansi, 

sementara keputusan layanan tetap berada pada pemilik kewenangan. 

Pusat keahlian nasional dapat menyediakan bantuan teknis, daftar auditor, repositori klausul kontrak, 

sandbox, dan pelatihan. Namun pusat keahlian tidak boleh menjadi tempat melepaskan tanggung jawab. 

Pimpinan instansi tetap bertanggung jawab atas penggunaan AI di organisasinya. Pembagian yang jelas 

antara dukungan, regulasi, operasi, dan pengawasan mencegah kekosongan tanggung jawab. 

7. Manajemen Insiden dan Pemulihan 

Tidak ada sistem AI yang bebas kegagalan. Karena itu, pertanyaan penting bukan apakah insiden akan 

terjadi, tetapi apakah organisasi siap mengenali dan meresponsnya. Insiden dapat berupa kebocoran data, 

keputusan massal yang salah, diskriminasi, manipulasi model, atau ketergantungan layanan yang lumpuh. 

Rencana respons harus mencakup klasifikasi tingkat keparahan, penghentian sementara, pemberitahuan, 

investigasi, dan pemulihan. 

Warga terdampak harus menjadi pusat pemulihan. Koreksi database saja tidak cukup jika seseorang telah 

kehilangan bantuan, kesempatan kerja, atau reputasi. Pemerintah perlu memulihkan hak, menghapus 

konsekuensi turunan, dan memberikan kompensasi atau tindakan administratif sesuai ketentuan. Proses 

harus sederhana dan tidak memaksa warga membuktikan kesalahan sistem yang datanya dikuasai 

pemerintah. 

Setiap insiden harus menghasilkan pembelajaran. Post-incident review memeriksa akar masalah teknis, 

prosedural, kontraktual, dan budaya. Ringkasan temuan dapat dibagikan tanpa membuka informasi 

sensitif. Organisasi yang menyembunyikan insiden akan mengulangi kesalahan, sedangkan organisasi 

yang menghukum pelapor akan kehilangan sinyal penting. Budaya keselamatan mengutamakan koreksi 

sistem sambil tetap meminta pertanggungjawaban atas kelalaian. 

8. Pendidikan Tinggi dan Agenda Riset 

Universitas memiliki peran penting dalam membangun ekosistem AI pemerintah yang independen. 

Penelitian dapat menguji model, mengembangkan metode audit, mengukur dampak, dan 

mendokumentasikan pengalaman masyarakat. Pendidikan tinggi juga dapat melatih aparatur melalui 

program multidisipliner yang menggabungkan teknologi, manajemen, hukum, etika, kebijakan publik, 

dan komunikasi. 

Agenda riset Indonesia perlu berangkat dari konteks lokal: bahasa daerah, data wilayah kepulauan, sektor 

informal, kesenjangan konektivitas, dan keragaman institusi. Model yang berhasil di negara lain tidak 

dapat langsung diasumsikan sesuai. Penelitian terapan bersama instansi dapat menghasilkan benchmark 

dan dataset yang dikelola secara etis, sekaligus menjaga jarak kritis agar universitas tidak hanya menjadi 

legitimasi proyek. 
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IBM-ASMI dan institusi manajemen dapat memberi kontribusi khusus pada aspek kepemimpinan, desain 

organisasi, pengadaan, manajemen risiko, indikator kinerja, dan perubahan budaya. Tantangan AI 

pemerintah bukan kekurangan algoritma semata, melainkan kemampuan menyelaraskan teknologi dengan 

tujuan publik. Pendidikan manajemen perlu menyiapkan pemimpin yang dapat bertanya secara kritis 

kepada tim teknis dan menerjemahkan nilai publik menjadi keputusan operasional. 

Agenda Implementasi Lanjutan 

A. Kerangka Kematangan Tata Kelola AI Pemerintah 
Tingkat kematangan tata kelola dapat dibagi menjadi lima tahap. Tahap pertama adalah eksperimental, 

ketika instansi menjalankan proyek kecil tanpa inventarisasi terpadu. Pada tahap ini risiko utama ialah 

penggunaan alat publik secara tidak resmi, data sensitif masuk ke platform eksternal, dan keputusan 

proyek bergantung pada individu. Prioritasnya adalah kebijakan penggunaan dasar, inventaris awal, dan 

peningkatan literasi pimpinan. Tahap kedua adalah terkelola, ketika instansi mulai memiliki pemilik 

proses, standar data, dan prosedur persetujuan. Namun kontrol masih tersebar dan kualitas dokumentasi 

belum seragam. 

Tahap ketiga adalah terstandar. Instansi memiliki klasifikasi risiko, penilaian dampak, klausul pengadaan, 

pengujian, log, dan prosedur insiden yang diterapkan konsisten. Pada tahap keempat, tata kelola menjadi 

terukur: organisasi memantau outcome, fairness, keluhan, keberhasilan banding, dan biaya siklus hidup. 

Data pengawasan digunakan untuk memperbaiki model dan proses. Tahap kelima adalah adaptif, ketika 

organisasi mampu merespons perubahan teknologi dan regulasi, berbagi pembelajaran, serta 

menghentikan atau merancang ulang sistem berdasarkan bukti. 

Model kematangan tidak boleh menjadi perlombaan mendapatkan label tertinggi. Beberapa instansi kecil 

mungkin cukup berada pada tingkat terstandar untuk penggunaan berisiko rendah. Yang penting adalah 

kesesuaian antara risiko dan kemampuan kontrol. Penilaian kematangan juga harus menghindari self-

assessment yang terlalu optimistis. Bukti nyata—dokumen, log, hasil audit, dan pengalaman warga—

lebih penting daripada pernyataan kebijakan. Pemerintah pusat dapat menyediakan alat ukur yang sama 

agar perkembangan antarlembaga dapat dibandingkan dan dukungan diarahkan ke area paling lemah. 

Kematangan teknis perlu berjalan bersama kematangan etis dan kelembagaan. Instansi mungkin memiliki 

infrastruktur modern tetapi tidak memiliki mekanisme keberatan. Sebaliknya, aturan dapat lengkap tetapi 

petugas tidak memahami penggunaannya. Karena itu, dimensi penilaian sebaiknya mencakup 

kepemimpinan, strategi, data, teknologi, hukum, SDM, pengadaan, keamanan, pengawasan, partisipasi, 

dan pemulihan. Skor agregat tidak boleh menyembunyikan kelemahan kritis; kegagalan pada 

perlindungan data atau akuntabilitas dapat menjadi faktor penghenti meskipun dimensi lain tinggi. 

B. Desain Dashboard Akuntabilitas Publik 

Dashboard akuntabilitas bukan sekadar tampilan jumlah model. Ia harus membantu pimpinan, auditor, 

dan publik memahami di mana AI digunakan dan apa dampaknya. Informasi minimum mencakup nama 

sistem, instansi pemilik, tujuan, kategori risiko, tahap siklus hidup, jenis data, vendor, kelompok 

terdampak, mekanisme pengawasan manusia, tanggal penilaian dampak, tanggal audit terakhir, dan kanal 

pengaduan. Untuk keamanan, rincian teknis tertentu dapat dibatasi, tetapi alasan pembatasan harus jelas. 

Indikator operasional dapat mencakup volume penggunaan, waktu proses, tingkat override manusia, error 

rate, drift, insiden, dan ketersediaan layanan. Indikator sosial mencakup distribusi kesalahan, keluhan, 

waktu penyelesaian keberatan, hasil banding, dan akses kelompok rentan. Dashboard harus 
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memperlihatkan tren, bukan hanya angka satu waktu. Perubahan mendadak dapat menjadi sinyal masalah 

data, kebijakan, atau perilaku pengguna. 

Penyajian harus menghindari misleading precision. Skor fairness tunggal dapat memberi rasa aman palsu. 

Lebih baik menampilkan beberapa ukuran, batas interpretasi, dan penjelasan naratif. Publik juga perlu 

mengetahui apakah sistem bersifat eksperimental, operasional, ditangguhkan, atau dihentikan. Riwayat 

perubahan penting agar pemerintah tidak menghapus jejak kegagalan ketika versi baru diluncurkan. 

Dashboard yang baik menciptakan disiplin internal karena setiap pemilik sistem mengetahui bahwa 

kinerja dan dampak akan terlihat. Namun transparansi harus diikuti kemampuan menanggapi. Publikasi 

data tanpa kanal penjelasan dapat menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, setiap entri perlu memiliki 

kontak, FAQ, dan prosedur permintaan informasi. Dashboard bukan pengganti pengawasan, tetapi 

infrastruktur yang memungkinkan pengawasan bekerja lebih efektif. 

C. Dua Puluh Pertanyaan bagi Pimpinan Instansi 

Sebelum menyetujui proyek AI, pimpinan perlu mengajukan pertanyaan substantif. Masalah apa yang 

hendak diselesaikan? Apakah akar masalahnya teknologi, proses, regulasi, atau kapasitas? Apakah ada 

alternatif yang lebih sederhana? Siapa warga yang terdampak dan apa konsekuensi terburuk bila sistem 

salah? Apa dasar hukum pemrosesan data dan keputusan? Apakah data representatif, mutakhir, dan dapat 

ditelusuri? Siapa yang menentukan label dan target? Bagaimana model diuji pada kelompok berbeda? 

Pertanyaan berikutnya menyangkut operasi. Siapa pemilik keputusan? Kapan manusia harus meninjau? 

Apakah petugas memiliki waktu dan kewenangan untuk menolak rekomendasi? Bagaimana warga diberi 

tahu? Bagaimana alasan diberikan? Bagaimana keberatan diajukan dan berapa lama penyelesaiannya? 

Apakah sistem memiliki log yang cukup untuk investigasi? Bagaimana insiden dilaporkan? Apa rencana 

ketika jaringan, model, atau vendor gagal? 

Dimensi pengadaan juga penting. Apakah kontrak menjamin akses audit, portabilitas data, dokumentasi, 

keamanan, dan exit strategy? Apakah biaya mencakup pemeliharaan, pelatihan, integrasi, audit, dan 

penghentian? Apakah vendor dapat menggunakan data pemerintah untuk melatih produk lain? Bagaimana 

hak kekayaan intelektual dan kerahasiaan dagang diseimbangkan dengan kewajiban publik? Apakah 

pemerintah memiliki orang yang mampu menilai klaim vendor secara independen? 

Akhirnya, pimpinan harus bertanya bagaimana keberhasilan dibuktikan. Indikator apa yang menunjukkan 

manfaat publik? Siapa yang melakukan evaluasi? Kapan sistem harus dihentikan? Bagaimana hasil dan 

insiden dilaporkan kepada pengawas serta masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memerlukan 

pimpinan menjadi programmer. Justru ini merupakan inti kepemimpinan: memastikan bahwa teknologi 

melayani tujuan organisasi, bahwa risiko dikelola, dan bahwa tanggung jawab tidak hilang dalam 

kompleksitas teknis. 

Sepuluh Prinsip Operasional AI Pemerintah yang Bertanggung Jawab 

1. Tujuan Publik yang Jelas 

Setiap sistem harus dimulai dari masalah publik yang terdefinisi, bukan dari keinginan memakai teknologi 

terbaru. Tujuan harus dapat dihubungkan dengan mandat instansi, kebutuhan warga, dan indikator hasil. 

Proyek yang tidak dapat menjelaskan manfaatnya secara sederhana sebaiknya tidak dilanjutkan. 

Penetapan tujuan juga mencegah penggunaan data dan model meluas tanpa batas. 
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2. Legalitas dan Proporsionalitas 

Dasar hukum, kewenangan, tujuan pemrosesan, dan batas penggunaan harus diperiksa sebelum 

pengembangan. Semakin besar dampak terhadap hak, semakin kuat pembenaran dan kontrol yang 

diperlukan. Teknologi yang sangat intrusif tidak menjadi sah hanya karena akurat. Pemerintah harus 

membuktikan kebutuhan dan mempertimbangkan alternatif yang kurang membatasi hak. 

3. Kualitas dan Tata Kelola Data 

Data harus relevan, cukup, mutakhir, dapat ditelusuri, dan dikelola sesuai tujuan. Pemerintah perlu 

mendokumentasikan sumber, definisi, transformasi, keterbatasan, serta pihak yang memiliki akses. 

Kualitas data bukan tanggung jawab unit teknologi saja; pemilik proses dan unit layanan harus ikut 

bertanggung jawab karena merekalah yang memahami makna administratif data. 

4. Keadilan dan Non-Diskriminasi 

Pengujian harus melampaui akurasi rata-rata dan memeriksa pola kesalahan pada kelompok yang relevan. 

Variabel proksi, ketimpangan representasi, dan dampak kumulatif perlu dianalisis. Bila perbedaan 

performa tidak dapat diperbaiki, ruang lingkup penggunaan harus dibatasi atau sistem dihentikan. 

Manfaat efisiensi tidak dapat membenarkan diskriminasi yang tidak sah. 

5. Transparansi yang Bermakna 

Warga perlu mengetahui kapan AI digunakan secara signifikan, apa tujuannya, data apa yang relevan, 

siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana meminta penjelasan atau keberatan. Informasi harus 

tersedia dalam bahasa yang mudah dan format yang aksesibel. Transparansi bukan membanjiri publik 

dengan dokumen teknis, melainkan memberikan informasi yang memungkinkan kontrol dan tindakan. 

6. Pengawasan Manusia yang Efektif 

Manusia harus memiliki kompetensi, waktu, informasi, dan kewenangan untuk memeriksa hasil. 

Pengawasan tidak boleh sekadar tanda tangan formal. Sistem harus menampilkan ketidakpastian, kasus 

luar biasa, dan alasan rekomendasi. Organisasi perlu memantau pola override untuk mengetahui apakah 

model, pelatihan, atau proses memerlukan perbaikan. 

7. Keamanan, Privasi, dan Ketahanan 

Kontrol keamanan dan privasi harus dibangun sejak desain. Akses dibatasi berdasarkan tugas, aktivitas 

dicatat, dan rantai pasok diperiksa. Sistem harus siap menghadapi serangan, gangguan, perubahan data, 

dan kegagalan vendor. Proses manual atau alternatif diperlukan agar layanan dasar tetap berjalan ketika 

teknologi tidak tersedia. 

8. Akuntabilitas dan Pemulihan 

Setiap sistem memiliki pemilik yang jelas, dokumentasi, log, penilaian dampak, dan jadwal audit. Warga 

yang dirugikan harus memperoleh peninjauan manusia, koreksi, dan pemulihan yang cepat. Pemerintah 

tidak boleh meminta warga memahami algoritma untuk membuktikan bahwa mereka dirugikan. Beban 

penjelasan utama berada pada institusi yang menggunakan sistem. 

9. Pengadaan yang Melindungi Kepentingan Publik 

Kontrak wajib menjamin akses audit, portabilitas data, keamanan, dokumentasi, layanan dukungan, dan 

strategi keluar. Klaim vendor harus diuji dengan data dan konteks lokal. Harga awal yang murah dapat 

berubah mahal bila pemerintah terkunci pada format tertutup. Pengadaan harus menilai biaya siklus hidup 

dan dampak, bukan hanya fitur. 
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10. Evaluasi, Pembelajaran, dan Penghentian 

AI harus dievaluasi secara berkala terhadap manfaat publik, keadilan, keamanan, biaya, dan pengalaman 

warga. Model dan konteks berubah sehingga persetujuan awal tidak berlaku selamanya. Instansi perlu 

menetapkan ambang penghentian dan tidak mempertahankan sistem hanya karena investasi sudah besar. 

Kemampuan menghentikan teknologi yang gagal merupakan bagian dari inovasi yang bertanggung jawab. 

Refleksi Akhir: Pemerintahan Cerdas yang Tetap Manusiawi 
Pembicaraan mengenai kecerdasan buatan dalam pemerintahan mudah terjebak dalam dikotomi antara 

optimisme teknologi dan ketakutan teknologi. Optimisme menekankan kecepatan, skala, prediksi, dan 

penghematan. Ketakutan menekankan pengawasan, kehilangan pekerjaan, diskriminasi, dan dominasi 

mesin. Keduanya menangkap sebagian kenyataan, tetapi keduanya tidak cukup sebagai dasar kebijakan. 

Pemerintahan memerlukan pendekatan yang lebih dewasa: menilai setiap penggunaan berdasarkan tujuan, 

konteks, dampak, dan kapasitas pengawasan. AI bukan satu objek tunggal; chatbot informasi, sistem 

deteksi fraud, alat diagnosis, dan penilaian risiko memiliki konsekuensi yang sangat berbeda. 

Dalam demokrasi administratif, kualitas keputusan tidak hanya ditentukan oleh hasil yang dianggap 

benar. Prosedur juga penting. Warga perlu diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sebagai 

objek data yang diklasifikasikan. Mereka berhak mengetahui bahwa sistem digunakan, memahami alasan 

yang memengaruhi keputusan, memperbaiki data, mengajukan keberatan, dan memperoleh pemeriksaan 

manusia. Hak-hak prosedural ini bukan penghambat efisiensi. Sebaliknya, mekanisme tersebut 

meningkatkan kualitas data, menemukan kegagalan, dan menjaga legitimasi kebijakan. 

Pemerintah juga perlu menyadari bahwa keputusan teknis selalu mengandung pilihan nilai. Memilih 

variabel target berarti menentukan apa yang dianggap berhasil. Menetapkan ambang berarti memilih jenis 

kesalahan yang lebih dapat diterima. Menentukan data yang dimasukkan berarti memilih aspek kehidupan 

mana yang dianggap relevan. Pilihan ini tidak boleh diserahkan hanya kepada vendor atau tim data. Ia 

memerlukan keterlibatan pejabat kebijakan, ahli hukum, praktisi layanan, auditor, kelompok terdampak, 

dan pimpinan yang bersedia mengambil tanggung jawab. 

Bagi Indonesia, kesempatan AI sangat besar karena skala pelayanan, keragaman wilayah, dan kebutuhan 

koordinasi. AI dapat membantu pengelolaan bencana, kesehatan, pendidikan, pertanian, perpajakan, 

perizinan, dan perlindungan sosial. Namun keragaman tersebut juga berarti bahwa model yang dibangun 

dari data nasional atau kota besar dapat gagal di daerah lain. Desain kebijakan harus mengakui 

kesenjangan infrastruktur, bahasa, kapasitas aparatur, dan kualitas data. Standardisasi nasional perlu 

dipadukan dengan pengujian lokal serta mekanisme bantuan untuk instansi yang kapasitasnya terbatas. 

Pada akhirnya, kecerdasan pemerintahan tidak dapat diukur dari jumlah model yang digunakan. 

Pemerintahan cerdas adalah pemerintahan yang mampu belajar, mengoreksi diri, menggabungkan bukti 

dengan pertimbangan, dan memperlakukan warga secara adil. AI dapat membantu proses tersebut bila 

ditempatkan secara tepat. Tetapi bila digunakan tanpa akuntabilitas, AI dapat membuat birokrasi lebih 

cepat sekaligus lebih jauh dari masyarakat. Tantangan utama generasi sekarang adalah memastikan bahwa 

kemampuan mesin memperluas kemampuan negara untuk melayani, bukan kemampuan negara untuk 

mengklasifikasikan dan mengendalikan tanpa penjelasan. 

Karena itu, agenda AI pemerintah harus bergerak dengan dua kaki. Kaki pertama adalah inovasi: 

eksperimen, riset, pengembangan talenta, infrastruktur, dan pemanfaatan data. Kaki kedua adalah 

institusi: hukum, etika, audit, transparansi, partisipasi, dan pemulihan. Berjalan hanya dengan satu kaki 

akan menghasilkan ketimpangan. Inovasi tanpa institusi memperbesar risiko; institusi tanpa inovasi dapat 



Kecerdasan Buatan dalam Pemerintahan: Efisiensi, Bias, dan Akuntabilitas 
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI 

Halaman 49 

kehilangan kesempatan. Keseimbangan keduanya memungkinkan Indonesia membangun pemerintahan 

yang efisien, berdaya saing, dan adaptif, tetapi tetap berakar pada martabat manusia, keadilan sosial, dan 

tanggung jawab publik. 

Implikasi bagi Pendidikan Manajemen 
Bagi pendidikan manajemen, AI dalam pemerintahan menawarkan medan belajar yang penting karena 

mempertemukan strategi, operasi, perilaku organisasi, hukum, teknologi, dan etika. Mahasiswa tidak 

cukup diajarkan cara mengadopsi alat digital; mereka perlu memahami cara merumuskan tujuan, 

mengukur manfaat publik, mengelola pemangku kepentingan, dan membangun sistem 

pertanggungjawaban. Studi kasus AI publik membantu menunjukkan bahwa keputusan manajerial selalu 

mempunyai konsekuensi distribusional: ada kelompok yang memperoleh manfaat, ada yang menanggung 

risiko, dan ada yang mungkin tidak terlihat dalam data. 

Kurikulum manajemen dapat memasukkan latihan penilaian dampak algoritmik, simulasi rapat 

pengadaan, audit model, desain indikator, dan penyelesaian pengaduan. Mahasiswa perlu belajar bertanya 

kepada ahli teknis tanpa harus menjadi programmer: data apa yang digunakan, bagaimana kesalahan 

dibagi, apa batas model, bagaimana perubahan konteks dipantau, dan siapa bertanggung jawab ketika 

sistem gagal. Kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat merupakan kompetensi kepemimpinan 

yang sangat penting di era AI. 

Dengan pendekatan demikian, pendidikan tinggi dapat menyiapkan pemimpin yang tidak anti-teknologi, 

tetapi juga tidak mudah terpesona oleh teknologi. Mereka mampu menghubungkan efisiensi dengan 

keadilan, inovasi dengan kehati-hatian, dan pengukuran dengan nilai publik. Inilah kualitas 

kepemimpinan yang dibutuhkan agar AI menjadi bagian dari reformasi pemerintahan yang substantif, 

bukan sekadar simbol modernisasi. 


